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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
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ABSTRAK

Faza Layalia Bilqis, 220202110168, 2026, Pengawasan Peredaran Produk Makanan
Tanpa Label Informasi Nilai Gizi Perspektif Hukum Positif Dan Magashid syariah
(Studi di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Surabaya), Skripsi, Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang
Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pengawasan, Label Infomasi Nilai Gizi, BBPOM Surabaya, Maqashid
syariah

Peredaran produk pangan olahan tanpa label Informasi Nilai Gizi (ING)
masih ditemukan secara nyata di minimarket Kota Malang, sebagaimana dibuktikan
oleh temuan lima produk bermasalah pada observasi Oktober 2025. Kondisi ini
mengindikasikan lemahnya kepatuhan pelaku usaha dan belum optimalnya
pengawasan pangan, yang secara langsung mengancam hak konsumen atas
informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dijamin oleh Pasal 4 huruf c
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan Balai Besar Pengawasan
Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa
label ING di minimarket Kota Malang dalam perspektif hukum positif, serta
mengkaji pengawasan tersebut dalam perspektif magashid syariah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas BBPOM
Surabaya dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari
peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi BBPOM. Data
yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap gap antara
norma hukum yang berlaku dan realitas implementasi pengawasan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif,
BBPOM Surabaya telah memiliki landasan normatif yang komprehensif
berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021, serta telah
menjalankan mekanisme pengawasan pre-market dan post-market secara
prosedural. Namun demikian, pengawasan tersebut masih terhambat oleh defisit
sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas instansi, dan masih
beredarnya produk tanpa izin edar di pasaran. Adapun dalam perspektif maqashid
syariah, kewajiban pelabelan ING merupakan perwujudan maslahah darurriyah
yang secara langsung melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql)
konsumen, sementara peredaran produk tanpa ING mengandung mafsadah berupa
unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam berdasarkan kaidah al-dhararu
yuzal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara penguatan kapasitas
pengawasan, koordinasi lintas instansi, pembinaan aktif pelaku usaha UMK, dan
konsistensi penegakan sanksi merupakan prasyarat terwujudnya sistem
pengawasan pangan yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai magqashid
syariah.
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ABSTRACT

Faza Layalia Bilqis, 220202110168, 2026, Supervision of the Circulation of Food
Products Without Labels Information on Nutritional Value from a Positive Legal
Perspective and Sharia Maqashid (Study at the Surabaya Center for Drug and Food
Supervision), Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State
Islamic University of Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Supervisor:
Dwi Fidhayanti, S.H., M.H.

Keywords: Supervision, Nutrition Value Information Label, BBPOM Surabaya,
Magashid sharia

The circulation of processed food products without the Nutritional Value
Information (ING) label is still found in Malang City minimarkets, as evidenced by
the findings of five problematic products in October 2025 observations. This
condition indicates weak compliance of business actors and non-optimal food
supervision, which directly threatens consumers' rights to true, clear, and honest
information as guaranteed by Article 4 letter ¢ of Law Number 8 of 1999 concerning
Consumer Protection. This study aims to analyze the supervision mechanism of the
Surabaya Food and Drug Control Center (BBPOM) over the circulation of food
products without ING labels in Malang City minimarkets in a positive legal
perspective, as well as to examine the supervision from the perspective of sharia
magqashid.

This study uses an empirical juridical method with a sociological approach.
Primary data was obtained through interviews with BBPOM Surabaya officers and
field observations, while secondary data was sourced from laws and regulations,
scientific literature, and official BBPOM documents. The collected data was
analyzed descriptive-analytically to reveal the gap between the applicable legal
norms and the reality of the implementation of supervision in the field.

The results of the study show that from a positive legal perspective, BBPOM
Surabaya already has a comprehensive normative foundation based on Law No. 18
of 2012 concerning Food, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and
BPOM Regulation No. 26 of 2021, and has implemented pre-market and post-
market supervision mechanisms procedurally. However, this supervision is still
hampered by a deficit of human resources, suboptimal coordination across
agencies, and the circulation of products without distribution permits in the market.
As for the perspective of sharia maqashid, the obligation to label ING is a
manifestation of maslahah darurriyah which directly protects the soul (hifz al-nafs)
and intellect (hifz al-'aql) of consumers, while the circulation of products without
ING contains mafsadah in the form of gharar elements which are prohibited in
Islamic law based on the rules of al-dhararu yuzal. This study concludes that the
synergy between strengthening supervisory capacity, cross-agency coordination,
active coaching of MSE business actors, and consistency in sanctions enforcement
is a prerequisite for the realization of a food supervision system that is fair and in
line with the values of sharia magashid.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Setiap produk pangan olahan wajib memiliki izin edar dan label gizi
sebelum diedarkan kepada masyarakat luas sebagai bentuk perlindungan
konsumen. Hal ini di atur pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan
Makanan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label
Pangan Olahan yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi
dan/atau mengedarkan Pangan Olahan wajib mencantumkan ING (informasi
nilai gizi) pada Label.! Akan tetapi, hasil observasi acak yang dilakukan penulis
pada bulan Oktober 2025 di berbagai modern market Kota Malang menemukan
adanya pelanggaran peredaran beberapa produk pangan tanpa mencantumkan
Informasi Nilai Gizi (ING). Dari hasil pengamatan di salah satu minimarket di
Kecamatan Sukun, penulis menemukan 3 (tiga) produk makanan komersial
yang terdiri dari keripik pisang tanpa merek dan jajan kering dengan merek
“elza putra”, dan "Bunga Seroja” yang tidak dilengkapi dengan label ING? (lihat
gambar 1.1).

Kemudian penulis juga menemukan 2 (dua) produk makanan komersial
yang terdiri keripik singkong dengan merek “Kingkong Manja” dan kue bolu

dengan merek "AS” dari di wilayah kecamatan Lowokwaru? (lihat gambar 1.2).

! Pasal 2 Peraturan Bpom Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

% Observasi Pra-Penelitian Penulis Terhadap Temuan Produk Makanan Komersial Tanpa Label Ing
Di Salah Satu Minimarket Kecamatan Sukun Kota Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2025. Penulis
Tidak Mencantumkan Nama Modern Market Secara Langsung Untuk Menjaga Etika Penelitian
Serta Menghindari Potensi Pencemaran Nama Baik Terhadap Pihak Usaha Yang Bersangkutan.

3 Observasi Pra-Penelitian Penulis Terhadap Temuan Produk Makanan Komersial Tanpa Label Ing
Di Salah Satu Minimarket Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2025.
Penulis Tidak Mencantumkan Nama Modern Market Secara Langsung Untuk Menjaga Etika



Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa produk pangan tanpa label Informasi
Nilai gizi (ING) masih relatif mudah dijumpai di lapangan, menandakan bahwa
tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan gizi masih rendah
dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang belum sepenuhnya
efektif.

Gambar 1.1

Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari minimarket di
Kecamatan Sukun

Gambar 1.2
Bukti produk makanan tanpa ING yang beredar dan didapat dari minimarket di
Kecamatan Lowokwaru

P-IRT No. 2063507010988 22

Sumber: hasil observasi pra penelitian penulis (2025)

Penelitian Serta Menghindari Potensi Pencemaran Nama Baik Terhadap Pihak Usaha Yang
Bersangkutan.



Produk makanan tanpa label gizi dapat menyulitkan konsumen untuk
mengetahui kandungan nutrisi dan potensi bahaya pada pangan tersebut. Praktik
ini tidak hanya melanggar peraturan BPOM tetapi juga bertentangan dengan
prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf
¢ yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas,
dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.* Sesuai dengan
narasi pasal tersebut, konsumen memiliki hak penuh untuk memperoleh
informasi produk yang akurat. Apabila konsumen tidak mendapatkan informasi
yang benar terutama terkait kandungan gizi, keamanan, dan mutu, maka mereka
berpotensi dirugikan karena tidak dapat membuat keputusan yang tepat dalam
memilih produk pangan yang aman bagi kesehatan. oleh karena itu, Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya perlu bertindak secara pro
aktif terhadap masalah tersebut.

Meskipun lokasinya di Surabaya, kewenangan kewilayahan tugas
BBPOM mencakup Provinsi Jawa Timur, termasuk Kota Malang sebagaimana
diatur dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) peraturan BPOM Nomor 19 Tahun
2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan.®> Jika tidak segera ditindak, dampaknya sangat
berbahaya bagi masyarakat. Produk-produk tidak bermutu akan beredar bebas

dan menimbulkan risiko keracunan serta kekurangan gizi. Sehingga BPOM

* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3 Pasal 28 Peraturan Bpom Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan



penting untuk melakukan pengawasan agar peredaran produk yang tidak
memenuhi standar keamanan dan mutu dapat dicegah secara efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman terkait
fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan proses sistematis guna mengamati
dan memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan.®
dalam hal pangan, terdapat fungsi hukum yang bertujuan memastikan bahwa
setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan serta menyediakan
informasi yang benar dan lengkap, termasuk label gizi, sebelum diedarkan
kepada masyarakat luas.” Melalui pengawasan ini, pelaku usaha harus diawasi
dan diingatkan agar tetap memenuhi kewajiban pemberian label gizi sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan peredaran produk pangan ini penting karena melindungi
hak informasi gizi pangan yang benar dan terbuka bagi konsumen. Jika tanpa
pengawasan, pelaku usaha akan lalai atas kewajiban pencatuman label gizi
tersebut, sehingga konsumen berisiko membeli produk yang tidak aman.® di
Kota Malang, diharapkan dengan adanya pelaksanaan pengawasan ini adalah
pelaku usaha menjadi lebih patuh terhadap aturan label gizi. Pengawasan yang
efektif juga diharapkan mendorong modern market untuk lebih teliti dalam

menerima produk pangan dari produsen. Dengan demikian, rantai distribusi

® Reymond Sangkay, "The Effect Of Supervision And Evaluation On Employee Performance At Pt.
Otomoto Autocare Wanea Manado", Jurnal Emba, 12, No. 4 (2024).: 168

7 Rinitami Njatrijani, “Pengawasan Keamanan Pangan,” Law, Development And Justice Review 4,
No. 1 (2021): 26, Https://Doi.Org/10.14710/Ldjr.V4i1.11076.

$Adhyasta Dwi Pangestu Dan Siti Hapsah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label
Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai", Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2, No. 2(2024): 212.
Https://Journal.Uii.Ac.Id/Psha/Article/View/34247.



pangan di Kota Malang menjadi lebih sehat, teratur dan berlandaskan
perlindungan konsumen.

Dalam konteks Magqashid syariah, pengawasan terhadap produk pangan
pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan
mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian (mafsadah) bagi masyarakat.’
Peredaran makanan tanpa label informasi nilai gizi berpotensi menimbulkan
mafsadah karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai
kandungan pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat berdampak pada
kesehatan, keselamatan, dan hak konsumen dalam menentukan pilihan secara
tepat. Tidak tersedianya informasi gizi yang benar juga menyebabkan
konsumen berada dalam kondisi ketidakjelasan informasi yang bertentangan
dengan prinsip transparansi dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan menurut
syariah.°

Apabila produk pangan tanpa label gizi terus dibiarkan beredar, maka
kondisi tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga
berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih luas terhadap perlindungan
masyarakat dan tertib perdagangan pangan. oleh sebab itu, berdasarkan
perspektif magashid syariah pengawasan peredaran produk makanan tanpa
label gizi di Kota Malang dapat meningkatkan kepatuhan para produsen akan
tanggung jawab etik dan sosial. Dengan demikian, minimarket di Kota Malang

dapat memilih produk bermutu dan jujur dalam memberi info yang benar.

° Hiththatun Zamrud Madu Kirana Dan Al Badru Muniru, "Pola Pengawasan Terhadap Peredaran
Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Perspektif Maqgashid Syariah", (Skripsi S1 Fakultas Syariah
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.1d/76806/

10 Lara Aziza Putri Dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Magqashid Syariah Pada Pemasaran
Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 3, No. 1
(2024): 18, Https://Doi.Org/10.61722/Jiem.V3i1.3312.



Akhirnya para konsumen akan memperoleh produk aman dan informasi jelas
serta haknya atas perlindungan konsumen.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas isu terkait label
pangan, namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Seperti penelitian
Adhyasta Dwi Pangestu (2023) lebih menekankan pada aspek tanggung jawab
hukum pelaku usaha yang mencamtumkan label ING tidak sesuai dengan fakta
mutu produk tersebut.!* Selanjutnya, Penelitian Nurrahman (2025)
menganalisis pelaksanaan labelisasi pada produk susu whey protein di
Indonesia serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidak sesuaian ING.
Namun berfokus pada aspek penerapan peraturan dan tanggung jawab pelaku
usaha tanpa menyoroti mekanisme pengawasan.'> Sementara itu, penelitian Nur
Muhammad Ikroom Firdaus (2021) menelaah korelasi food ingredient pada
makanan impor terhadap perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 serta tinjauan Magqgashid syariah. Namun, belum
menyoroti pelaksanaan pengawasan secara langsung.*®

Meskipun beberapa penelitian di atas memiliki objek yang sama,
rencana penelitian ini tetap memiliki perbedaan yang berfokus mengkaji
pengawasan di BBPOM Surabaya tentang peredaran produk makanan tanpa

label ING di Kota Malang dalam perspektif Hukum Positif dan Magashid

1 Pangestu Dan Hapsah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi
Yang Tidak Sesuai," 212.

12 Rian Alfi Nurrahman, "Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi
(Nutrition Facts) Pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis Yuridis)" (Tesis S2, llmu
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025),
Https://Repository.Unissula. Ac.1d/41375/1/Magister%20ilmu%20hukum 20302400254 Fullpdf.P
df.

'3 Nur Muhammad Ikroom Firdaus, "Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Import Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen", (Skripsi Si Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), Http://Etheses.Uin-Malang. Ac.1d/36237/.



syariah. Penelitian ini tidak hanya menilai dari perspektif hukum positif, tetapi
juga menekankan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan dalam perlindungan
hak konsumen agar sejalan dengan tujuan syariah.

Alasan pemilihan BBPOM Surabaya sebagai lokasi penelitian karena
lembaga ini menjadi perwakilan BPOM pusat yang berwenang mengawasi
peredaran obat dan makanan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM.** Selain itu kewenangan kewilayahan
tugas BBPOM Surabaya mencakup Provinsi Jawa Timur, termasuk Kota
Malang sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf kedua diatas. Tujuan
penelitian ini, ingin menganalisis peran pengawasan BBPOM Surabaya
terhadap pelaku usaha agar lebih patuh pada kewajiban pencantuman label ING
di produk makanan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana
pengawasan tersebut berperan dalam melindungi hak pangan konsumen,
sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak memperoleh informasi
yang layak dan aman bagi kesehatan masyarakat di Kota Malang. Ketika pelaku
usaha mematuhi peraturan tersebut akan tercipta transparansi informasi
kandungan gizi yang mudah diakses oleh konsumen. Tujuan tersebut selaras
dengan pandangan Magashid syariah terhadap perlindungan Hifzh an-Nafs
(iwa) dan Hifz al-‘Aql (akal) karena tersedianya informasi gizi yang akurat
dapat mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan mendukung pengambilan

keputusan konsumsi yang tepat.

14 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai

berikut:

1.

Bagaimana bentuk Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan Surabaya Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi
di Minimarket Perspektif Hukum Positif?

Bagaimana pandangan maqashid syariah mengenai Pengawasan Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya Terhadap Peredaran

Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket ?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk menganalisis bentuk pengawasan BBPOM Surabaya terhadap
peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai Gizi (ING) di
Minimarket Kota Malang dalam perspektif hukum Positif

Untuk menganalisis pengawasan BBPOM Surabaya terhadap produk tanpa

label Informasi Nilai Gizi (ING) dalam perspektif Magashid syariah,

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang

bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi pada
pengembangan literatur mengenai pengawasan produk pangan,
perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip Maqashid syariah dalam

regulasi pangan.



Hasil penelitian dapat memperkaya kajian akademik terkait
hubungan antara hukum positif dan hukum islam dalam melindungi hak
masyarakat atas informasi yang lengkap mengenai pangan yang
dikonsumsi.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk makanan tanpa
label informasi gizi yang masih ditemukan di modern market Kota
Malang. Melalui temuan lapangan dan analisis yang disajikan, BBPOM
dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat
kepatuhan pelaku usaha serta hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pengawasan, sehingga dapat dirumuskan strategi
pembinaan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran
b. Bagi pelaku usaha
Penelitian ini memberikan dorongan untuk lebih memahami
pentingnya pencantuman label informasi gizi sebagai bagian dari
kewajiban hukum serta sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada
konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, pelaku usaha
diharapkan lebih berkomitmen untuk menyediakan produk yang aman,
transparan, dan sesuai regulasi.
c. Bagi konsumen
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya informasi gizi dalam pengambilan keputusan konsumsi,



sehingga mereka dapat memilih produk secara lebih bijak dan terhindar
dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan.
d. Bagi Peneliti dan Akademisi
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa tambahan referensi
ilmiah yang relevan khususnya dalam kajian hukum pangan,
pengawasan produk, serta integrasi antara hukum positif dan Magashid
syariah.
E. Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah penjelasan mengenai maksud dari istilah
penelitian yang dijelaskan secara operasional yang terdapat pada judul
penelitian. Penjelasan ini bertujua agar tidak terjadi multitafsir pemahaman
yang berakibat pada perbedaan pengetahuan serta membatasi atas penafsiran
penelitian melalui penjelasan tentang definisi operasional dari penelitian ini,
diantaranya:
1. Peredaran Produk Makanan
Peredaran Produk Makanan adalah seluruh proses distribusi produk
makanan mulai dari produksi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan,
pengangkutan, hingga produk tersebut tersedia dan dapat dibeli oleh
konsumen di pasar.
2. Label Informasi Nilai Gizi
Label Informasi Nilai Gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-
gizi yang dicantumkan pada label pangan olahan sesuai format baku BPOM,
yang berfungsi memberikan informasi mengenai jumlah energi, zat gizi

makro, zat gizi mikro, serta persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) per
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takaran saji. Informasi tersebut wajib dicantumkan pada pangan olahan
yang memiliki izin edar agar konsumen dapat mengetahui,
membandingkan, dan memilih produk sesuai kebutuhan gizi sehari-hari.
. Hak Informasi Pangan Konsumen

Hak informasi pangan konsumen adalah hak konsumen untuk
memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, lengkap, dan tidak
menyesatkan mengenai produk pangan, termasuk kandungan gizi. dalam
penelitian ini, hak informasi pangan berkaitan dengan kemampuan
konsumen untuk mengetahui kandungan energi, zat gizi makro, zat gizi
mikro, serta komposisi pangan sehingga dapat mengambil keputusan

konsumsi yang aman dan sesuai kebutuhan.

. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada seluruh peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia mengenai pangan dan perlindungan konsumen.
dalam penelitian ini, hukum positif mencakup ketentuan mengenai
kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan Informasi Nilai Gizi pada
label pangan olahan, standar format pencantuman informasi tersebut, serta
bentuk sanksi dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Landasan hukum tersebut antara lain:

a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021

Tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab
sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis
ilmiah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun uraian
lebih jelas mengenai sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, merupakan bagian awal yang mengantarkan
penulis menuju fokus dan arah pembahasan penelitian. Pada bab ini dijelaskan
latar belakang penelitian yang menggambarkan alasan dilaksanakannya
penelitian mengenai pengawasan BBPOM terhadap produk makanan tanpa
label informasi nilai gizi di modern market. Setelah itu, bab ini memuat
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional,
kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan,
serta sistematika penulisan sebagai gambaran struktur penelitian secara
keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori dan konsep-konsep
utama yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Pada bab ini dibahas teori
perlindungan konsumen, teori pengawasan, ketentuan hukum positif mengenai
label pangan, serta konsep Magashid syariah sebagai instrumen analisis untuk
melihat urgensi pemberian informasi gizi kepada konsumen. Selain itu, bab ini
juga membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
pengawasan pangan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban
pencantuman label gizi.

BAB III Metode Penelitian, membahas mengenai jenis penelitian yang

digunakan, pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, metode
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pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam
mengolah temuan penelitian. Pada bab ini dijelaskan secara rinci alasan
penggunaan metode yuridis-empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis untuk
memahami implementasi pengawasan BBPOM di lapangan.

BAB IV Pembahasan, menyajikan analisis mendalam terhadap temuan
penelitian yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder. Pada bab
ini dikaji bagaimana pelaksanaan pengawasan BBPOM Surabaya terhadap
produk makanan tanpa label gizi, bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha
modern market terhadap ketentuan hukum mengenai label pangan, serta
bagaimana relevansi kewajiban informasi gizi tersebut dalam perspektif
Magqashid syariah. Bab ini sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah

yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian yang berisi
kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat inti dari temuan dan analisis yang
telah dilakukan peneliti, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi BBPOM,
pelaku usaha, serta peneliti selanjutnya agar penelitian mengenai pengawasan
pangan dan perlindungan konsumen dapat dikembangkan lebih baik ke

depannya.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pembanding bagi penulis
dalam menemukan arah baru dan memperkuat orisinalitas kajian yang
dilakukan. Bagian ini disusun untuk menelusuri serta meninjau hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang memiliki ketertarikan dengan topik penelitian yang
sedang dikaji. Melalui perbandingan ini, penulis dapat memahami sejauh mana
isu yang diteliti telah dibahas oleh peneliti lain, sekaligus mengidentifikasikan
celah penelitian yang masih belum diteliti. oleh karena itu, pada bagian ini
penulis menyajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu, sebagai acuan dan
pembanding dalam mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut
merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis
kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khurin Risma Nabila yang berjudul
”Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan terhadap
Sertifikasi Halal Perspektif Magqashid syariah™. dalam penelitian ini,
penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk mengkaji tingkat
kesadaran hukum pelaku usaha home industry makanan terhadap kewajiban
sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini berlandaskan teori kesadaran
hukum Soerjono Soekanto dan konsep Magashid syariah, khususnya
prinsip Hifz an-Nafs (pemeliharaan jiwa) sebagai bentuk perlindungan

konsumen muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum
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pelaku usaha masih rendah, ditandai dengan rendahnya tingkat
pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi
halal. Faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi
pemerintah, keterbatasan biaya, dan minimnya pemahaman mengenai
proses sertifikasi halal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan
bahwa peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha melalui edukasi dan
pembinaan menjadi hal penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen
serta penerapan prinsip syariah secara menyeluruh dalam sektor industri
makanan.®

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah
Paparang, dan Anna S. Wahongan yang berjudul “Peranan Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen yang
Mengandung Zat Berbahaya”. Penulis menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BPOM berperan penting dalam
memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui kegiatan
pengawasan obat dan makanan sebelum dan sesudah beredar, meliputi
pemeriksaan laboratorium, sertifikasi produk, penindakan terhadap
pelanggaran hukum, serta edukasi masyarakat melalui Unit Layanan
Pengaduan Konsumen (ULPK). Namun, penelitian ini juga menyoroti
adanya kendala dalam penegakan hukum dan koordinasi antar instansi, yang

menyebabkan pengawasan belum maksimal. Secara keseluruhan, penelitian

15" Khurin Risma Nabila, ”Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Makanan Terhadap
Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah ”, Journal Of Islamic Business Law, 7, No. 1(2023).
Http://Urj.Uin-Malang. Ac.1d/Index.Php/Jibl.
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ini menegaskan bahwa peran BPOM sangat vital dalam menciptakan sistem
perlindungan konsumen yang berkeadilan, aman, dan berkelanjutan, sejalan
dengan tujuan hukum untuk menjamin keselamatan masyarakat dari bahaya
bahan berbahaya dalam produk pangan.’®

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah Putri Umami dkk dengan judul
“Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan
Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)”.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan untuk
memperoleh data pendukung. Hasil dari penelitian adalah pengawasan yang
dilakukan oleh BPOM, baik pre market maupun post market, belum berjalan
secara optimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manisoa, cakupan
wilayah yang luas, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha serta konsumen
terhadap standar keamanan pangan. Selain itu, masih banyak pelaku usaha
yang menjual produk rusak dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat
hukumnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif oleh BPOM
dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan.””

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Alfi Nurrahman dengan judul

“Perlindungan Konsumen atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi

16 Tyrsa Tesalonika Tambuwun, "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam
Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya", Lex Privatum, 8, No. 4(2020).
Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/30972.

17 Azizah Putri Umami Dkk., “Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Penjualan Makanan
Dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen),” Yustisi 11, No. 1
(2024), Https://Doi.Org/10.32832/Yustisi.V11i1.16199.
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(Nutrition Facts) pada Label Produk Susu Whey Protein (Studi Analisis
Yuridis)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan evaluatif analitis, melalui studi kepustakaan atau data sekunder.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha
maupun konsumen, namun masih terdapat produsen yang tidak beritikad
baik dalam mencantumkan informasi nilai gizi yang akurat pada label
produknya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi
konsumen karena informasi yang menyesatkan dapat memengaruhi
keputusan konsumen dalam memilih produk. oleh karena itu, peneliti
menengkankan pentingnya penerapan quality control oleh pelaku usaha
serta peningkatan kehati-hatian konsumen dalam membaca label produk.
Dan juga, BPOM diharapkan memperketat pengawasan agar hak-hak
konsumen atas informasi yang benar dan jujur terlindungi secara efektif.*®
5. Penelitian yang dilakukan oleh Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah,
dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label
Informasi Gizi yang Tidak Sesuai”. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan
kasus. Hasil dari penelitian ini ialah masih banyak pelaku usaha uang
melanggar ketentuan pelabelan gizi pada produk pangan olahan dengan
mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan mutu produk. Pelaku
usaha yang terbukti tidak memberikan informasi yang benar dapat dimintai

pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dengan prinsip

18 Nurrahman, Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian Informasi Nilai Gizi (Nutrition Facts)
Pada Label Produk Susu Whey Protein
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strict liability, dan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menegaskan bahwa
pengawasan pemerintah harus diperkuat dan pelaku usaha wajib beritikad
baik dalam memenuhi hak konsumen atas informasu yang benar, jelas jujur

mengenai produk yang dikonsumsi.*

1 Pangestu Dan Hapsah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi
Yang Tidak Sesuai.
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Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.

Nama, Tahun, dan

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Judul
1. | Khurin Risma Kesadaran pelaku Persamaan penelitian ini ialah sama Perbedaan penelitian sebelumnya dengan
Nabila (2023) usaha home industry dalam hal membahasa aspek penelitian penulis ialah penelitian
Kesadaran Hukum | terhadap kewajiban perlindungan konsumen di bidang sebelumnya menjelaskan terkait tingkat
Pelaku Usaha sertifikasi halal masih | pangan dan menggunakan perspektif kesadaran hukum pelaku usaha terhadap
Home Industry tergolong rendah. maqashid syariah. kewajiban sertifikasi halal sedangkan
Makanan terhadap | Disebabkan karena penelitian penulis fokus pada
Sertifikasi Halal kurangnya sosisalisasi pengawasan yang dilakukan BPOM
Perspektif dari pemerintah, Surabaya terhadap peredaran produk
Magashid syariah.. | keterbatasan biaya pangan tanpa label informasi nilai gizi di
yang dimiliki pelaku modern market Kota Malang. Selain itu,
usaha, serta minimnya penelitian penulis menggabungkan
pemahaman terhadap hukum posirif dan magashid syariah,
mekanisme dan sedangkan penelitian sebelumnya hanya
manfaat sertifikasi meninjau dari aspek syariah.
halal.
2. | Tyrsa Tesalonika Penelitian ini Persamaan penelitian ini ialah terletak Perbedaan penelitian ini dengan

Tambuwun,
Fatmah Paparang,
dan Anna S.
Wahongan (2020)
Peranan Badan
pengawa Obat dan
Makanan (BPOM)
dalam
Perlindungan
Konsumen
terhadap Produk
yang Mengandung
Zat Berbahaya.

menunjukkan bahwa
BPOM memiliki
peranan penting dalam
memberikan
perlindungan hukum
bagi konsumen
terhadap produk yang
mengandung zat
berbahaya. Pengawasan
dilakukan melalui
pemeriksaan
laboratorium,
sertifikasi produk, dan
penegakkan hukum
terhadap pelanggar.

pada pembahasan mengenai peranan
BPOM sebagai lembaga pengawas
utama dari produk berisiko. dalam hal
kandungan berbahaya maupun
ketidaksesuaian informasi produk.
Kedua penelitian ini sama-sama
menekankan pentingnya pengawasan
pre-market dan post market sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah
terhadap keselamatan masyarakat.

penelitian sebelumnya ialah penelitian
sebelumnya berfokus pada produk yang
mengandung zat berbahaya, sedangkat
penelitian penulis meneliti produk
pangan tanpa label gizi. Selain itu
penelitian sebelumnya hanya meninjau
dari sisi hukum positif, sedangkan
penelitian penulis menambahkan analisis
perspektif maqgashid syariah untuk
mengaitkan pengawasan dengan nilai
kemaslahatan umat.




Namun, terdapat
kendala antar instansi
yang menyebabnkan
efektivitas pengawasan
belum maksimal.

Azizah Putri
Umami (2024)
Implementasi Peran
Pengawasan
BPOM terhadap
Penjualan Makanan
dan Minuman

Penelitian ini
menunjukkan bahwa
pelaksanaan
pengawasan Bpom
terhadap produk
kemasan rusak belum
optimal. Hal ini

Persamaan penelitian ini ialah keduanya
sama-sama membahas pengawasan
BPOM terhadap produk pangan, serta
kesamaan tujuan dalam mewujudkan
perlindungan hukum bagi konsumen
agar terhindar dari produk yang tidak
memenuhi standar keamanan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan
penelitian penulis ialah penelitian
sebelumnya meneliti terkait makanan da
minuman kemasan rusak dengan dasar
hukum perlindungan konsumen.
Sedangkan penelitian penulis mengkaji
produk tanpa label informasi nilai gizi

Rusak (Perspektif | disebabkan melalui pendekatan hukum positif dan
Hukum keterbatasan sumber maqashid syariah, sehingga cakupan
Perlindungan daya manusia, cakupan analisisnya lebih luas.
Konsumen) wilayah yang luas,

serta rendahnya

kesadaran pelaku usaha

dan konsumen terhadap

standar keamanan

pangan.
Rian Alfi Penelitian ini Persamaan kedua penelitian ini ialah Perbedaan penelitian sebelumnya dengan
Nurrahman (2025) | menunjukkan bahwa eduanya sama-sama membahas penelitian penulis ialah pada penelitian
Perlindungan masih banyak produsen | perlindungan konsumen terhadap label | sebelumnya menekankan pada analisis
Konsumen atas yang tidak beritikad informasi nilai gizi dan menyoroti peran | ketidaksesuaian label gizi pada produk
Ketidaksesuaian baik dalam BPOM dalam melakukan pengawasan. | susu whey protein. Sedangkan pada
Informasi Nilai mencantumkan Selain itu, kedua penelitian ini penelitian penulis meneliti produk

Gizi (Nutrition
Facts) pada Label
Produk Susu Whey
Protein (Studi
Analisis Yuridis).

informasi nilai gizi
secara akurat. Hal ini
menimbulkan potensi
kerugian bagi
konsumen dan
menunjukkan lemahnya
pengawasan BPOM
terhadap pelaku usaha.

menegaskan pentingnya kejujuran
pelaku usaha serta pengawasan ketat
agar hak konsumen atas informasi yang
benar dapat terlindungi

pangan yang tidak mencantumkan label
informasi nilai gizi sama sekali, serat
penelitian penulis menggunakan
pendekatan hukum positif dan magashid
syariah untuk memperluas pemaknaan
perlindungan konsumen dari sisi
kemaslahatan.6
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Adhyasta Dwi
Pangestu dan Siti
Hapsah (2023)
Perlindungan
Konsumen
terhadap Pemberian
Label Informasi
Gizi yang Tidak
Sesuai.

Penelitian ini
menjelaskan bahwa
banyak pelaku usaha
yang melanggar
ketentuan pelabelan
gizi dengan
mencantumkan
informasi yang tidak
sesuai mutu produk.
Pelanggaran tersebut
dapat dikenakan
tanggung jawab perdata
maupun pidana.

Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis sama-sama menyoroti
pelabelan informasi nilai gizi dan
perlindungan hak konsumen. Keduanya
menegaskan bahwa informasi yang
benar dan jujur merupakan hak dasar
konsumen yang wajib dijamin oleh
pelaku usaha maupun pemerintah
melalui pengawasan yang efektif

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan
penelitian penulis ialah pada penelitian
sebelumnya berfokus pada tanggung
jawab hukum pelaku usaha berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan KUHPerdata. Sedangkan
pada penelitian penulis berfokus pada
fungsi pengawasan BBPOM dalam
menegakkan aturan pelabelan gizi
dengan pendekatan hukum positif dan
magqashid syariah, sehingga
pembahasannya lebih menekankan pada
aspek pengawasan.
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B. Kerangka Teori

1.

Teori Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses
pemantauan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan sebelumnya.?® dalam konsepsi Sondang P. Siagian,
pengawasan bukan sekadar kegiatan pemeriksaan pasif, melainkan
merupakan siklus manajemen yang aktif dan sistematis yang bertujuan
mendeteksi penyimpangan sedini mungkin dan segera mengambil tindakan

korektif yang diperlukan.?!

Menurut Sujamto, pengawasan merupakan
proses untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai, menilai
ketercapaian tersebut, serta mengambil langkah perbaikan apabila
diperlukan, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan.?

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan tersebut, dapat
dipahami bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi memonitor jalannya
kegiatan, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam memastikan
kesesuaian antara pelaksanaan dan standar atau rencana yang telah
ditentukan. Melalui pengawasan, organisasi dapat mengidentifikasi

penyimpangan, menilai efektivitas setiap proses, serta mengambil tindakan

korektif secara tepat waktu. Dengan demikian, pengawasan berperan

20 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 112,
2 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, Him. 126.
22 Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 17.



sebagai alat pengendali yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara
lebih efisien dan terarah.

Istilah pengawasan berasal dari kata “awas” dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, yang diartikan sebagai kegiatan menilik dan menjaga.2®
Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir mendefinisikan pengawasan sebagai
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang
hendak dicapai.?*

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok dalam manajemen
dan tata kelola pemerintahan yang bertujuan memastikan tercapainya
standar, tujuan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. dalam
perlindungan konsumen dan keamanan pangan, pengawasan menjadi
instrumen strategis untuk menjamin bahwa produk makanan yang beredar
tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memberikan informasi yang
benar, termasuk informasi nilai gizi yang menjadi hak konsumen.
Pengawasan tidak hanya bersifat represif dalam menindak pelanggaran,
tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kelalaian
dalam pelabelan produk.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai
lembaga pemerintah memiliki mandat kuat dalam melaksanakan fungsi

pengawasan tersebut. Pengawasan pre-market dilakukan melalui verifikasi

# Turidi Susanto Dkk., “Pengawasan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di
Kota Tangerang Provinsi Banten,” Jurnal Kajian Pemerintah.: Journal Of Government, Social And
Politics 11, No. 1 (2025): 89-97, Https://D0i.Org/10.25299/Jkp.2025.Vol11(1).21466.

2 Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 18.
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dokumen, pemeriksaan label, dan registrasi produk sebelum dipasarkan.
Langkah ini memastikan bahwa komposisi, klaim gizi, dan format label
telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu,
pengawasan post-market mencakup inspeksi rutin ke sarana produksi dan
distribusi, sampling produk, pengujian laboratorium, serta evaluasi terhadap
kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelabelan, termasuk kewajiban
mencantumkan informasi nilai gizi.*

Peran pengawasan menjadi penting karena terdapat kecenderungan
pelaku usaha, terutama industri kecil dan rumah tangga, untuk mengabaikan
kewajiban pelabelan akibat keterbatasan pengetahuan atau keinginan
mengurangi biaya produksi. Tanpa pengawasan yang ketat, konsumen
berpotensi dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang jelas
mengenai kandungan nutrisi pangan yang mereka konsumsi. Hal ini selaras
dengan pandangan bahwa pengawasan pangan merupakan bagian integral
dari perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk.

Selain fungsi kontrol, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana
edukatif. Melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan, BBPOM
membantu meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya
pelabelan yang benar dan sesuai regulasi. Langkah ini dapat meningkatkan
kepatuhan serta mengurangi potensi pelanggaran di kemudian hari. Dengan
demikian, pengawasan tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga promotif

dalam menciptakan budaya kepatuhan dan tanggung jawab di kalangan

25 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, him 125-127.
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produsen. Pengawasan yang efektif menciptakan jaminan perlindungan bagi
konsumen dan memastikan bahwa hubungan antara produsen dan
konsumen berlangsung secara adil.

Secara umum tujuan dari pengawasan ialah guna menghindari
kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau pelanggaran, baik yang
berkaitan dengan anggaran (budgeting), proses (prosedur), maupun
kewenangan (authority).?® Dengan demikian. Sasaran pengawasan pada
dasarnya akan menyesuaikan dengan aspek atau area yang menjadi fokus
pengawasan tersebut.

Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa ”Pengawasan dilakukan
untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana
sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung,
terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan
tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin”,
yang menunjukkan bahwa pengawasan berfungsi sebagai instrumen
pengendalian kinerja organisasi.?’” Sondang P. Siagian mengidentifikasi
empat unsur pokok yang membentuk siklus pengawasan yang efektif, yaitu:

a. Penetapan standar atau tolok ukur,
b. Pengukuran hasil pelaksanaan kerja,
c. Perbandingan antara pelaksanaan dengan standar yang telah

ditetapkan.

2Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah, hlm. 26

*"Lia Amelia Dan Dwi Hartanti, “Examining Effectiveness Of Management Control System Within
Indonesian Anti-Corruption Agency: A Levers Of Control Perspective,” Jurnal limiah Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi (Mea) 7, No. 2 (2023): 821-45, Https://D0i.Org/10.31955/Mea.V7i2.3068.
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d. Pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.?
Keempat unsur ini bersifat siklus dan saling berkaitan, sehingga
kegagalan pada salah satu unsur akan berdampak pada efektivitas
keseluruhan sistem pengawasan. dalam konteks pengawasan pangan
olahan, teori Sondang P. Siagian memberikan kerangka analitik yang
relevan untuk menilai apakah sistem pengawasan BBPOM Surabaya telah
berjalan secara optimal dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap
kewajiban pencantuman ING.

Teori pengawasan dipilih oleh penulis karena penelitian ini
menelaah pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
Surabaya terhadap peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai
Gizi. Teori pengawasan digunakan untuk membantu menganalisis peran
BBPOM sebagai lembaga yang berwenang dalam memastikan keamanan
pangan dan menegakkan kewajiban pencantuman Label Informasi Nilai
Gizi. Melalui teori ini, dapat dilihat sejauh mana pelaksanaan pengawasan
berjalan sesuai ketentuan regulasi serta mampu menjawab permasalahan

yang terjadi di lapangan

2. Magashid syariah
Magqashid syariah merupakan teori dalam hukum Islam yang
menjelaskan tujuan utama ditetapkannya syariat, yaitu untuk mewujudkan
kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). Secara
etimologis, istilah magashid syari’ah tersusun atas dua kata, yaitu magashid

dan al-syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari masdar mimi.

28 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm. 112.
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Secara bahasa, magsad memiliki beberapa arti, tujuan atau maksud yang
hendak dicapai, jalan yang lurus, keadilan atau keseimbangan. Sementara
itu, secara terminologi al-syari’ah diartikan sebagai seperangkat ketentuan
atau aturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui Nabi
Muhammad SAW, yang mencakup aspek akidah, amaliah, dan akhlak
sebagai pedoman dalam kehidupan.?® Secara terminologi, ulama Ushul
memberikan beberapa definisi, yaitu:

Al-Syatibi merumuskan magashid al-syari'ah ke dalam lima tujuan
pokok yang disebutnya al-kulliyyat al-khams atau al-daruriyyat al-khams
(lima kebutuhan primer), yaitu: pemeliharaan agama (hifz al-din),
pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql),
pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), dan pemeliharaan harta (hifz al-mal).
Al-Syatibi menegaskan dalam al-Muwafagat bahwa kelima tujuan ini
merupakan fondasi semua kemaslahatan manusia yang tanpa kelimanya
kehidupan manusia tidak dapat berdiri dengan baik.*

Dalam konteks penelitian ini, dua dari lima tujuan pokok tersebut
menjadi paling relevan, yakni hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) dan hifz al-
‘agl (pemeliharaan akal). Kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi
(ING) pada label pangan olahan secara langsung berkontribusi pada
pemeliharaan jiwa melalui perlindungan kesehatan konsumen dari dampak

buruk pola konsumsi yang tidak terkontrol, sekaligus mendukung

PSafriadi, Buku Magashid Syariah Dan Maslahah " Kajian terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan
Sa'id Ramadhan Al-Buthi", (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), Him.91

39Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz 11 (Beirut: Dar al-
Kutub al-'Timiyyah, 2004), hlm. 4.
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pemeliharaan akal melalui pemberian informasi yang memadai sebagai
dasar pengambilan keputusan konsumsi yang rasional.’!

Al-Syatibi membagi kemaslahatan (maslahah) yang menjadi tujuan
syariat ke dalam tiga tingkatan hierarkis yang saling berkaitan. Klasifikasi
ini merupakan salah satu kontribusi terpenting al-Syatibi dalam
pengembangan teori maqashid, sebagaimana diuraikan secara sistematis
dalam al-Muwafaqat:*

Pertama, daruriyyat (kebutuhan primer), yaitu tingkat kemaslahatan
yang paling tinggi karena menyangkut hal-hal yang mutlak diperlukan bagi
keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi mendefinisikan daruriyyat
sebagai:®

o 3 13) iy 5 G allian o 8 ke Y 3 (a &G )5l

"Kebutuhan daruriyyat adalah sesuatu yang mutlak
diperlukan bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia.

Apabila ia tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak dapat

berjalan secara benar."*

Kedua, hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu tingkat kemaslahatan
yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan
kemudahan dalam kehidupan. Apabila hajiyyat tidak terpenuhi, kehidupan

tetap dapat berlangsung namun dengan kesulitan dan kepayahan.’® Ketiga,

31 Agus Hermanto,Maqashid Al Syari’ah, Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam,
(Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hlm. 24

32A1-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 17-20.

3 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 20-21.

3% Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, him. 20-21.

35 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, him. 22.
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tahsiniyyat (kebutuhan tersier/penyempurna), yaitu tingkat kemaslahatan
yang berfungsi menyempurnakan dan memperindah kehidupan manusia
sesuai dengan nilai-nilai akhlak mulia dan kebiasaan yang baik. Apabila
tidak terpenuhi, kehidupan tetap berjalan namun tidak mencapai
kesempurnaan.®

Dalam kerangka tiga tingkatan ini, al-Syatibi menegaskan bahwa
daruriyyat memiliki kedudukan yang paling tinggi sehingga harus
diprioritaskan dan dilindungi secara utama. Kewajiban negara dan para
pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan informasi gizi yang benar
pada produk pangan olahan termasuk dalam kategori daruriyyat karena
berkaitan langsung dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) konsumen
sebagai salah satu dari al-kulliyyat al-khams. Apabila informasi gizi tidak
tersedia atau tidak akurat, konsumen berpotensi mengonsumsi produk
secara berlebihan atau tidak sesuai kondisi kesehatannya, yang dapat
menimbulkan ancaman nyata terhadap jiwa.

Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh ketentuan
syariat adalah mendatangkan maslahah dan mafsadah mencegah. Ia menulis
dalam al-Muwafaqat bahwa syariat tidak menetapkan suatu hukum kecuali
di dalamnya terkandung maslahah yang nyata, baik secara langsung

maupun tidak langsung, bagi manusia di dunia dan akhirat.’’

Konsep
maslahah menurut al-Syatibi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu

dikaitkan dengan kelima tujuan pokok syariat (al-kulliyyat al-khams). Al-

Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang

3¢ Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, him. 25.
37 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, him. 38.
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mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan dalam rangka menjaga
tujuan-tujuan  syara'.’®Al-Syatibi memperkuat konsep ini dengan
menekankan bahwa maslahah yang dapat dijadikan pertimbangan hukum
haruslah bersifat hagigiyyah (nyata), bukan sekadar dugaan atau khayalan
semata.>”

Adapun mafsadah adalah antonim dari maslahah, yaitu segala
sesuatu yang mengandung mudharat atau kerusakan yang mengancam
terpeliharanya al-kulliyyat al-khams. Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap
mafsadah wajib dicegah dan dihilangkan, sesuai dengan kaidah pokok al-
dhararu yuzalu (kemudharatan harus dihilangkan). Lebih jauh, al-Syatibi
merumuskan kaidah prioritas: dar'u al-mafasid mugaddam ‘ala jalb al-
mashalih (menolak mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahah),
yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan.

Dengan demikian, konsep maslahah dan mafsadah dalam kerangka
maqashid syari’ah iamam Al-Syatibi memberikan landasan etis dan
normatif yang kuat terhadap pentingnya transparansi informasi pangan,
kejujuran pelaku usaha, serta pengawasan negara dalam menjamin
keamanan dan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan BBPOM Surabaya
terhadap peredaran produk makanan tanpa label Informasi Nilai Gizi
merupakan upaya nyata untuk mewujudkan maslahah sekaligus mencegah

mafsadah bagi konsumen. Dengan demikian, pendekatan maslahah,

38 Al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), him.

39 Lara Aziza Putri dan Miftahul Zikri Sy., "Relevansi Konsep Maqashid syariah pada Pemasaran
Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi," Jurnal llmiah Ekonomi dan Manajemen 3, no. 1
(2024): 14-25.
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mafsadah dan hukum positif saling menguatkan dalam menuntut
transparansi dan kepatuhan pelabelan pangan sebagai dasar terciptanya

keamanan pangan dan perlindungan hak konsumen di masyarakat.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris
(empirical legal research), yaitu metode penelitian hukum yang digunakan
untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana ketentuan
hukum tersebut berjalan, diterapkan, serta direspons oleh para pihak yang
terlibat dalam praktik di lapangan.*® Penggunaan metode hukum empiris dilipih
karena penelitian ini bertujuan untuk menganilisis secara langsung sejauh mana
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya melaksanakan
pengawasan terhadap produk makanan tanpa label informasi nilai gizi di Kota
Malang. Sekaligus mengukur persepsi dan perilaku konsumen terhadap
keberadaan label tersebut sebagai cerminan dampak nyata dari kebijakan

pengawasan di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian
yang mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai seperangkat norma
tertulis yang bersifat rigid, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup
dan berinteraksi dengan realitas masyarakat. Pendekatan ini memadukan
dua dimensi analisis secara bersamaan, yakni dimensi yuridis yang
mengkaji norma hukum positif yang berlaku, dan dimensi sosiologis yang

mengamati bagaimana norma tersebut diimplementasikan, direspons, dan

“Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 83
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dijalankan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, pendekatan yuridis
sosiologis berangkat dari hukum sebagai gejala sosial yang tidak dapat
dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku.*!

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk
mengkaji secara bersamaan antara ketentuan hukum positif yang mengatur
kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan,
dengan realitas empiris pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Surabaya di
lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah apa yang
seharusnya terjadi menurut hukum (das Sollen), tetapi juga mengamati
secara langsung apa yang senyatanya terjadi di Kota Malang (das Sein),
termasuk bagaimana petugas BBPOM menjalankan inspeksi, bagaimana
kondisi lapangan memengaruhi efektivitas pengawasan, serta sejauh mana
pelaku usaha dan minimarket mematuhi kewajiban pelabelan yang
ditetapkan regulasi. Pendekatan ini menjadi instrumen yang tepat untuk
menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris
yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Surabaya yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan
Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan
fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di

wilayah Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Karang Menjangan

# Tlya Muhsin, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis), (Semarang: The Mahfud
Ridwan Institute, 2021), him 21-22
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No. 20, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur.

Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan objek
penelitian, yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap produk pangan olahan tanpa
label Informasi Nilai Gizi yang beredar di masyarakat. Secara kewilayahan,
Kota Malang termasuk dalam cakupan kerja BBPOM Surabaya sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19
Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
BPOM, sehingga BBPOM Surabaya merupakan otoritas yang secara hukum
berwenang dan bertanggung jawab atas pengawasan peredaran produk pangan
di Kota Malang, termasuk produk pangan olahan tanpa label Informasi Nilai

Gizi yang menjadi fokus penelitian ini.

. Sumber Data

Dalam penelitian empiris sumber data yang digunakan terbagi menjadi

3 macam, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder,
dan sumber bahan hukum tersier.
a. Sumber Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan

mengikat serta menjadi dasar utama dalam analisis. dalam penelitian ini

sumber bahan hukum primer berupa data yang diperoleh secara langsung

melalui dua mekanisme pengumpulan data. Pertama, wawancara dengan

petugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang

memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang pengawasan obat dan

makanan. Wawancara tersebut dilakukan untuk menggali informasi yang
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bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan
pengawasan terhadap produk pangan olahan, khususnya terkait kewajiban
pencantuman label dan Informasi Nilai Gizi.

Kedua, kuesioner yang disebarkan kepada responden konsumen di
Kota Malang guna memperoleh data empiris mengenai perilaku, persepsi,
dan tingkat kesadaran konsumen terhadap keberadaan label Informasi Nilai
Gizi pada produk pangan olahan yang beredar di minimarket. Data kuesioner
ini digunakan untuk memperkuat analisis mengenai dampak nyata ketiadaan
label ING terhadap hak informasi konsumen serta untuk mengukur sejauh
mana perlindungan konsumen telah terwujud di lapangan. Dengan demikian,
kombinasi antara hasil wawancara dan data kuesioner ini menjadi dasar
utama dalam menganalisis kondisi empiris di lapangan serta mengkaji
kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik
pengawasan yang dilakukan.
Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan,
interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer, sehingga bersifat
melengkapi namun tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi literatur dan buku ilmiah mengenai
pengawasan, perlindungan konsumen, dan keamanan pangan; jurnal ilmiah
yang membahas efektivitas kebijakan label pangan serta pelaksanaan
pengawasan oleh lembaga pemerintah, artikel ilmiah, pedoman teknis
BPOM, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu

implementasi label Informasi Nilai Gizi. Bahan hukum sekunder ini
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digunakan untuk memperkuat argumentasi, memberikan kerangka
konseptual yang memadai, dan membandingkan temuan lapangan dengan
teori serta kajian akademik yang telah ada.

Sumber Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan sumber data yang berperan sebagai
pelengkap atau pendukung bagi data primer dan sekunder. Data ini diperoleh
dari sumber yang tidak secara langsung berkaitan dengan fenomena yang
diteliti, namun tetap memiliki relevansi.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kumpulan
peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan, serta berbagai Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang mengatur kewajiban pencantuman label pangan olahan dan
Informasi Nilai Gizi. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk menelusuri,
memahami, dan memastikan kesesuaian ketentuan hukum yang menjadi
dasar penilaian terhadap penerapan regulasi dalam praktik pengawasan di

lapangan.

E. Metode Pengumpulan Data

1.

Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti
sebagai pewawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau
kewenangan terkait topik penelitian. dalam penelitian ini, wawancara

dilakukan dengan Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

36



Surabaya. Pemilihan narasumber ini didasarkan pada kompetensi dan
kewenangan jabatannya yang secara langsung berkaitan dengan
pelaksanaan pengawasan pangan di lapangan, sehingga informasi yang
diberikan bersifat resmi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
kelembagaan. Keterkaitan narasumber dengan objek penelitian sangat
relevan, mengingat BBPOM Surabaya merupakan otoritas yang secara
hukum berwenang melakukan pengawasan peredaran produk pangan
olahan di wilayah Jawa Timur termasuk Kota Malang berdasarkan
Lampiran IV Pasal 28 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023,
sehingga narasumber tersebut memiliki pengetahuan langsung mengenai
mekanisme pengawasan, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap
kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi, serta hambatan-
hambatan struktural yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di
lapangan. Wawancara dilakukan secara tertulis untuk memastikan informasi

yang diperoleh akurat, detail, dan sesuai dengan realitas di lapangan.

. Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data berupa daftar
pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh
data empiris secara sistematis mengenai persepsi, kesadaran, dan perilaku
konsumen. dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen
pendukung guna mengukur tingkat kesadaran konsumen terhadap
keberadaan label ING, perilaku pembelian konsumen terhadap produk tanpa
label ING, dan persepsi konsumen mengenai dampak ketiadaan label ING,

yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif magashid syariah untuk
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menunjukkan dimensi maslahah dan mafsadah yang dirasakan secara
langsung oleh konsumen.

Kuesioner disebarkan kepada 30 (tiga puluh) responden konsumen
yang diperoleh dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel
berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun
kriteria responden yang ditetapkan adalah sebagai berikut: (a) berdomisili
atau beraktivitas di Kota Malang; (b) pernah berbelanja di minimarket di
Kota Malang minimal satu kali dalam tiga bulan terakhir; dan (c¢) bersedia
mengisi kuesioner secara sukarela. Jumlah 30 responden dipilih dengan
mempertimbangkan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dengan
kuesioner berfungsi sebagai instrumen pendukung (supporting instrument)
yang melengkapi data wawancara, sehingga tidak dimaksudkan untuk
menghasilkan generalisasi statistik melainkan untuk memberikan gambaran
empiris mengenai persepsi dan perilaku konsumen di lapangan.

Kuesioner disebarkan secara langsung (online) kepada konsumen
yang berdomisili di wilayah Kota Malang pada bulan Mei 2026. Data
kuesioner kemudian diolah secara deskriptif-persentase dan dianalisis
secara kualitatif dalam kerangka konsep maslahah dan mafsadah pada Bab
IV. Instrumen kuesioner selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1.5,
sedangkan rekap hasil tabulasi data kuesioner disajikan dalam Lampiran
1.6.

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif,

yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil
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observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis untuk menghasilkan
pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian. Analisis kualitatif

dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan.

Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah, menyederhanakan,
mengelompokkan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari
lapangan agar menjadi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.*?

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan terhadap berbagai
temuan lapangan, seperti data mengenai pelaksanaan pengawasan Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya, tingkat kepatuhan pelaku
usaha modern market terhadap kewajiban pencantuman Label Informasi
Nilai Gizi, serta temuan terkait pemenuhan hak informasi pangan
konsumen. Melalui proses ini, peneliti hanya mempertahankan data yang
berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan membuang data yang
tidak relevan, sehingga analisis selanjutnya menjadi lebih terarah.
Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses mengorganisasikan data yang telah
direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga pola,
hubungan, dan kategori dalam data dapat terlihat dengan jelas.** dalam
penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi ke dalam gambaran deskriptif mengenai

kondisi nyata peredaran produk tanpa Label Informasi Nilai Gizi,

*2 Nur Solikin, Buku Pengantar Metodologi Penelitian (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2023),

70.

# Solikin, Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.
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pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Surabaya, perilaku pelaku usaha
dalam memenuhi ketentuan pelabelan, serta persepsi konsumen terhadap
dampak ketiadaan label ING. Penyajian data dalam bentuk narasi
memudahkan peneliti dalam membaca alur temuan, menginterpretasikan
fakta lapangan, dan menilai kesesuaian antara teori, regulasi, dan praktik
pengawasan.

. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir analisis data yang
dilakukan dengan menafsirkan keseluruhan informasi yang telah disajikan
untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti
menyusun simpulan berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari
lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum positif
yang mengatur label pangan dan Informasi Nilai Gizi, serta prinsip-prinsip
Magashid syariah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dengan
demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat komprehensif karena
mencerminkan perpaduan antara fakta empiris, dasar hukum, dan landasan
normatif dalam menilai efektivitas pengawasan BBPOM dan pemenuhan

hak informasi pangan konsumen.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya
berkedudukan di Jalan Karang Menjangan Nomor 20-22, Kelurahan
Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
BBPOM Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM
yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional di
bidang pengawasan Obat dan Makanan, berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan, yang secara teknis
dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
Sebagai salah satu balai besar di antara seluruh UPT BPOM yang tersebar
di seluruh Indonesia, BBPOM Surabaya memiliki klasifikasi kelembagaan
tertinggi di antara satuan kerja UPT BPOM, yakni setingkat Balai Besar,
yang mencerminkan luasnya cakupan wilayah kerja dan kompleksitas tugas

pengawasan yang diembannya.**

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025, BBPOM
Surabaya menyelenggarakan 15 (lima belas) fungsi utama dalam bidang

pengawasan Obat dan Makanan, yang secara garis besar meliputi:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pengawasan

#<Profil Balai Besar Pom Di Surabaya,” Diakses 21 April 2026, Https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil.
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b. Pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan

c. Pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan dan fasilitas
pelayanan kefarmasian

d. Sertifikasi produk serta fasilitas produksi dan distribusi

e. Sampling obat dan makanan

f. Pemantauan label dan iklan

g. Pengujian rutin dan investigatif

h. Cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran

1. Pemantauan peredaran melalui siber

j. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan
masyarakat

k. Pelaksanaan kerja sama

1.  Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.*®

Dari segi wilayah kerja, cakupan kerja BBPOM di Surabaya
bersama Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten
Jember mencakup seluruh Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38
kabupaten/kota dengan luas wilayah 47.799,75 km? dan jumlah penduduk
sekitar 39,5 juta jiwa. Dengan demikian, BBPOM Surabaya mengemban
tanggung jawab pengawasan yang sangat luas tidak hanya dari sisi
geografis, tetapi juga dari sisi jumlah sarana produksi dan distribusi Obat

dan Makanan yang harus diawasi. Meskipun demikian, Kota Malang

5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Bpom Nomor 3 Tahun 2025, Pasal 4.

42



sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur termasuk dalam wilayah kerja
BBPOM Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28
ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, sehingga pengawasan
terhadap peredaran pangan olahan di minimarket Kota Malang berada di

bawah kewenangan dan tanggung jawab BBPOM Surabaya.*¢

Visi BBPOM Surabaya adalah “Terwujudnya sediaan farmasi dan
pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung
masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia

Emas 2045.” Misi yang diemban mencakup;

1) meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan
olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan
melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat;

2) memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi
dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun
struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;

3) meningkatkan kapasitas masyarakat dibidang sediaan farmasi dan
pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh
pemangku kepentingan;

4) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan

pangan olahan.?

4 Peraturan Bpom Nomor 19 Tahun 2023, Lampiran Iv Pasal 28 Ayat (2).
47 “Profil Balai Besar Pom Di Surabaya,” Diakses 21 April 2026, Https://Surabaya.Pom.Go.Id/Profil
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Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM Surabaya
didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai tenaga
fungsional dan struktural, meliputi Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM),
analis laboratorium, auditor, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta
tenaga administrasi. Namun demikian, keterbatasan jumlah SDM menjadi
salah satu tantangan struktural yang dihadapi BBPOM Surabaya dalam
melaksanakan fungsi pengawasannya secara optimal. Berdasarkan struktur
organisasi yang berlaku, BBPOM di Surabaya membutuhkan sekitar 211
orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia pada periode awal renstra
hanya berjumlah 144 orang, sehingga terdapat kesenjangan kapasitas yang
signifikan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan personel yang

berdampak pada jangkauan dan intensitas pengawasan di lapangan.*®

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023
tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah
melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7
tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2
pejabat struktural yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai

Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata

48 “Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029.Pdf,” T.T., Diakses 15 April 2026,
Https://Www.Pom.Go.Id/Storage/Sakip/Renstra%?20balai%20besar%20pom%20di%20surabaya%
20tahun%202025-2029.Pdf.
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Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim

dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional.

B. Hasil Wawancara dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan

Surabaya

1.

bentuk dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan oleh
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap
Peredaran Produk Pangan Olahan yang Tidak Mencantumkan Label
Informasi Nilai Gizi di Wilayah Kota Malang.

Berdasarkan wawancara dengan pthak BBPOM Surabaya terkait
bentuk dan mekanisme pelaksanaan pengawasan, penulis memperoleh
penjelasan mengenai bagaimana Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) Surabaya melaksanakan pengawasan terhadap
peredaran produk pangan olahan yang tidak mencantumkan label informasi
nilai gizi di wilayah Kota Malang, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut:

Sebelum membahas mekanisme pengawasan, perlu
dipahami bahwa pangan olahan yang diedarkan di pasar
Indonesia wajib memenuhi persyaratan label, termasuk
mencantumkan informasi nilai gizi sesuai ketentuan BPOM
tentang label pangan olahan. Peraturan BPOM menetapkan
bahwa pangan olahan yang diperdagangkan harus
mencantumkan ING  dalam  bentuk tabel yang
memperlihatkan kandungan zat gizi seperti energi, protein,
lemak, karbohidrat, gula, dan garam per sajian atau per
kemasan, kecuali untuk beberapa produk tertentu yang
dikecualikan. Pengawasan terhadap peredaran pangan
olahan dilakukan BPOM melalui dua tahap, yaitu pre-
market dan post-market. Pada tahap pre-market, sebelum
produk beredar, BPOM melakukan evaluasi izin edar dengan
menilai komposisi, proses produksi, serta kesesuaian label,
termasuk kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi
(ING) sesuai ketentuan. Produk hanya dapat dipasarkan
apabila telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan,
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mutu, dan pelabelan. Pada tahap post-market, pengawasan

yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan (BBPOM) Surabaya terhadap peredaran produk

pangan olahan berupa pengawasan produk pangan di sarana

peredaran dan sampling produk pangan olahan yang secara

rutin dilakukan di wilayah cakupan BBPOM di Surabaya.

Informasi nilai gizi merupakan parameter evaluasi

penandaan terkait kelengkapan label yang harus ada di

kemasan produk pangan olahan.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa
pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada dasarnya berlandaskan pada
kewajiban pemenuhan standar pelabelan, termasuk pencantuman Informasi
Nilai Gizi (ING). Setiap pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia
wajib memenuhi ketentuan label sesuai regulasi BPOM, di mana ING harus
disajikan dalam bentuk tabel yang memuat kandungan zat gizi seperti
energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam, baik per sajian maupun
per kemasan, kecuali terhadap produk tertentu yang dikecualikan.

Secara mekanisme, pengawasan yang dilakukan oleh BPOM,
termasuk oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM)
Surabaya, dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yaitu pre-market dan
post-market control. Pada tahap pre-market, pengawasan dilakukan
sebelum produk beredar di pasaran melalui proses evaluasi izin edar.
Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap komposisi produk, proses

produksi, serta kesesuaian label, termasuk kewajiban pencantuman

Informasi Nilai Gizi. Produk pangan olahan hanya dapat diedarkan apabila

* Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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telah memenuhi seluruh persyaratan keamanan, mutu, dan pelabelan
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, pada tahap post-market, BBPOM Surabaya
melaksanakan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang telah
beredar melalui kegiatan inspeksi di sarana distribusi dan peredaran, seperti
toko, minimarket, dan distributor, serta melalui pengambilan sampel
(sampling) produk secara rutin di wilayah kerjanya. dalam tahap ini,
Informasi Nilai Gizi menjadi salah satu parameter utama dalam evaluasi
penandaan, khususnya terkait kelengkapan dan kesesuaian label pada
kemasan produk. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan
pada tahap sebelum peredaran, tetapi juga secara berkelanjutan setelah
produk beredar, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap
ketentuan yang berlaku.
. Dasar Hukum dan Regulasi yang Menjadi Pedoman BBPOM Surabaya
dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kewajiban Pencantuman
Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait
dasar hukum dan regulasi pengawasan, penulis memperoleh penjelasan
mengenai landasan yuridis yang digunakan oleh Balai Besar Pengawasan
Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya dalam melaksanakan pengawasan
terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan
olahan, yang menjadi acuan utama dalam setiap pelaksanaan pengawasan di
lapangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 yang mengatur
secara rinci kewajiban dan format pencantuman ING untuk
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pangan olahan, Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2020

yang mengatur khusus untuk UMK, Peraturan Badan POM

No. 31 Tahun 2018 dan No. 20 Tahun 2021 tentang Label

Pangan  Olahan =~ Masyarakat  dapat  mengakses

https://jdih.pom.go.id  untuk  memperoleh  peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar pengawasan obat

dan makanan, termasuk ketentuan tentang pencantuman

Informasi Nilai Gizi pada label pangan olahan. Melalui situs

tersebut, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan instansi

pemerintah dapat mengunduh peraturan BPOM, undang-

undang, peraturan pemerintah, serta regulasi teknis lainnya

secara terbuka dan resmi, sehingga dapat memahami

kewajiban pelabelan pangan dan mendukung kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku.>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dasar
hukum yang menjadi pedoman Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap kewajiban
pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada pangan olahan merujuk pada
sejumlah regulasi yang ditetapkan oleh Badan POM. di antaranya adalah
Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur
kewajiban serta format pencantuman Informasi Nilai Gizi pada label pangan
olahan, Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 yang memberikan
ketentuan khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta
Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 junto Peraturan Badan POM
Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur mengenai label pangan olahan secara
umum. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan normatif dalam
memastikan bahwa setiap produk pangan olahan yang beredar telah

memenuhi aspek keamanan, mutu, dan keterbukaan informasi kepada

konsumen.

> Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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Selain itu, akses terhadap berbagai regulasi tersebut dapat diperoleh

secara terbuka melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Badan POM. Melalui platform tersebut, masyarakat, pelaku
usaha, akademisi, maupun instansi pemerintah dapat mengakses dan
mengunduh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pengawasan obat dan makanan, termasuk ketentuan mengenai pencantuman
Informasi Nilai Gizi. Keterbukaan akses ini tidak hanya mendukung
transparansi regulasi, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan
pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pelabelan
pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
. Kendala Atau Hambatan Penghambat yang Dihadapi oleh BBPOM
Surabaya dalam Upaya Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap
Ketentuan Pencantuman Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan
Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya mengenai
kendala dalam pelaksanaan pengawasan, penulis memperoleh gambaran
mengenai berbagai hambatan yang dihadapi oleh BBPOM Surabaya dalam
upaya memastikan kepatuhan pelaku wusaha terhadap kewajiban
pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada produk pangan olahan, baik
yang bersumber dari pelaku usaha maupun dari aspek teknis pengawasan,
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Produsen tidak mencantumkan ING atau mencantumkan

ING tidak sesuai yang disetujui oleh Badan POM

b. Keterbatasan SDM dikarenakan luasnya cakupan wilayah

pengawasan dan banyaknya sarana produsen pangan olahan

dan pengawasan sarana produsen berdasarkan analisa risiko
sehingga tidak semua sarana produsen pangan olahan bisa
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dilakukan pemerksaan dalam waktu satu tahun. Pemeriksaan
tidak hanya dilakukan di sarana produksi pangan olahan
tetapi juga dilakukan di sarana peredaran pangan olahan.

c. ING yang dicantumkan tidak lengkap dikarenakan tidak
didukung oleh hasil uji laboratorium. Untuk produsen
kategori UMK merasa keberatan untuk melakukan uji
laboratorium dikarenakan biaya yang mahal

d. Masih terdapat produk pangan olahan yang TIE (Tanpa Izin
Edar) yang tidak dilengkapi dengan informasi ING.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai
Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) Surabaya masih menghadapi berbagai kendala yang
bersifat teknis maupun struktural. Salah satu hambatan utama adalah masih
ditemukannya produsen yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi
pada label produknya, atau mencantumkan informasi tersebut namun tidak
sesuai dengan yang telah disetujui oleh Badan POM. Selain itu, keterbatasan
sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat dalam
efektivitas pengawasan. Luasnya cakupan wilayah kerja serta banyaknya
sarana produksi dan peredaran pangan olahan menyebabkan kegiatan
pengawasan tidak dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata
dalam satu periode waktu. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM
Surabaya berbasis analisis risiko, sehingga pemeriksaan diprioritaskan pada
sarana yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. di samping itu, pengawasan
tidak hanya dilakukan pada sarana produksi, tetapi juga pada sarana

distribusi atau peredaran, yang semakin menambah kompleksitas

pelaksanaan pengawasan di lapangan.

! Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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Kendala lainnya berkaitan dengan aspek teknis pencantuman
Informasi Nilai Gizi itu sendiri. Masih terdapat produk yang mencantumkan
ING secara tidak lengkap karena tidak didukung oleh hasil uji laboratorium
yang memadai. Hal ini terutama dialami oleh pelaku usaha kategori Usaha
Mikro dan Kecil (UMK) yang cenderung merasa keberatan untuk
melakukan pengujian laboratorium akibat tingginya biaya yang harus
dikeluarkan. Selain itu, masih ditemukan pula peredaran produk pangan
olahan tanpa izin edar (TIE) yang tidak dilengkapi dengan Informasi Nilai
Gizi. Keberadaan produk TIE ini semakin memperumit upaya pengawasan
karena produk tersebut pada dasarnya telah melanggar ketentuan dasar
peredaran pangan olahan di Indonesia.

. Penilaian Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Minimarket dan Produsen oleh
BBPOM Surabaya terhadap Kewajiban Pencantuman Label Informasi Nilai
Gizi dalam Praktik Pengawasan di Lapangan

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait
praktik pengawasan di lapangan, penulis memperoleh penjelasan mengenai
mekanisme penilaian tingkat kepatuhan pelaku usaha minimarket dan
produsen terhadap kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada
produk pangan olahan, yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung dan
evaluasi terhadap kesesuaian label dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

”Masih ditemukan produk pangan olahan yang tidak

mencantumkan ING (khususnya produk pangan olahan
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UMK ) atau ING yang dcantumkan tidak sesuai dengan yang

disetujui oleh Badan POM.”>?

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam
praktik pengawasan di lapangan, Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) Surabaya masih menemukan adanya ketidakpatuhan
pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING)
pada produk pangan olahan. Bentuk ketidakpatuhan tersebut antara lain
berupa tidak dicantumkannya Informasi Nilai Gizi pada label produk, serta
pencantuman informasi yang tidak sesuai dengan data yang telah disetujui
oleh Badan POM. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan
pelabelan pangan belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha,
sehingga berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap konsumen.

5. Langkah Strategis yang Ditempuh BBPOM Surabaya dalam
Menindaklanjuti Temuan Peredaran Produk Pangan Tanpa Label Informasi
Nilai Gizi Guna Menjamin Perlindungan Hak Konsumen Atas Informasi
Pangan yang Benar Dan Akurat

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya mengenai
tindak lanjut atas temuan pelanggaran, penulis memperoleh penjelasan
mengenai langkah-langkah strategis yang ditempuh oleh BBPOM Surabaya
dalam menindaklanjuti peredaran produk pangan olahan yang tidak

mencantumkan label Informasi Nilai Gizi, sebagai bentuk upaya

52 Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis

52



perlindungan hak konsumen atas informasi pangan yang benar, jelas, dan
akurat, yang dijabarkan sebagai berikut:

” a. Pengawasan pre market (di sarana produksi pangan olahan ) dan post
market (di sarana peredaran pangan) , BBPOM di Surabaya melaporkan
terkait kelengkapan label/penandaan termasuk ING ke Badan POM

b. Badan POM akan melakukan penarikan dan pemusnahan jika produk
pangan olahan tersebut terbukti Tidak Memenuhi Ketentuan

c. Memberikan Sanksi administratif.”>?

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam
menindaklanjuti temuan pelanggaran terhadap kewajiban pencantuman
Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menerapkan langkah
strategis yang terintegrasi melalui mekanisme pengawasan pre-market dan
post-market. Pada tahap pre-market, pengawasan dilakukan di sarana
produksi pangan olahan melalui evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu,
serta kesesuaian label sebelum produk memperoleh izin edar. Sementara itu,
pada tahap post-market, pengawasan dilaksanakan di sarana peredaran
pangan untuk memastikan bahwa produk yang telah beredar tetap
memenuhi ketentuan yang berlaku. dalam kedua tahapan tersebut, BBPOM
Surabaya melakukan pelaporan kepada Badan POM terkait kelengkapan
label dan penandaan produk, termasuk pencantuman Informasi Nilai Gizi
sebagai salah satu parameter utama.

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan produk pangan olahan

yang terbukti tidak memenuhi ketentuan, Badan POM dapat mengambil

tindakan tegas berupa penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan.

>3 Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen
guna mencegah beredarnya produk yang tidak sesuai dengan standar
keamanan, mutu, dan informasi yang telah ditetapkan. Penarikan dan
pemusnahan produk merupakan langkah represif yang memiliki fungsi
preventif lanjutan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku usaha serta
mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari. Selain itu,
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Upaya BBPOM Surabaya dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
Dan Kesadaran Pelaku Usaha Agar Patuh Terhadap Ketentuan Pelabelan
Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Olahan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait
peningkatan efektivitas pengawasan, penulis memperoleh penjelasan
mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran
pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan pelabelan Informasi Nilai Gizi
pada produk pangan olahan, baik melalui pengawasan, pembinaan, maupun
penguatan kerja sama lintas sektor, yang diuraikan sebagai berikut:

” a. Penguatan Regulasi terkait Informasi Nilai Gizi pada produk pangan
olahan

b. Melakukan evaluasi pre market dan post market

c.Penguatan komitmen produsen pangan olahan terutama melakukan
pendampingan pada UMK

d. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi terkait kewajiban produsen pangan
olahan terhadap pencantuman ING.”>*

>* Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kewajiban
pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan olahan, Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya melakukan
berbagai upaya strategis yang bersifat komprehensif. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah melalui penguatan regulasi terkait Informasi Nilai Gizi,
baik dalam bentuk penyempurnaan ketentuan teknis maupun penegasan
standar pelabelan pangan olahan. Penguatan regulasi ini bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman yang jelas bagi
pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pencantuman label yang sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BBPOM Surabaya juga secara
konsisten melakukan evaluasi pengawasan melalui mekanisme pre-market
dan post-market. Evaluasi pada tahap pre-market dilakukan untuk
memastikan bahwa produk yang akan diedarkan telah memenuhi seluruh
persyaratan administratif dan teknis, termasuk kesesuaian Informasi Nilai
Gizi. Sementara itu, evaluasi pada tahap post-market dilakukan terhadap
produk yang telah beredar di pasaran guna menilai tingkat kepatuhan pelaku
usaha secara berkelanjutan.

Upaya lainnya adalah penguatan komitmen pelaku usaha, khususnya
pada sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), melalui kegiatan
pendampingan. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha
dalam memahami serta memenuhi ketentuan pelabelan, termasuk
penyusunan Informasi Nilai Gizi yang sesuai dengan standar Badan POM.

Mengingat keterbatasan yang sering dihadapi oleh UMK, pendekatan ini
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menjadi penting untuk mendorong kepatuhan tanpa mengabaikan kondisi
riil pelaku usaha di lapangan. di samping itu, BBPOM Surabaya juga
melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat
terkait kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi pada produk pangan
olahan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta
pemahaman terhadap pentingnya informasi gizi sebagai bagian dari
perlindungan konsumen.
. Upaya yang Dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam Menindaklanjuti
Berbagai Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Kewajiban
Pencantuman Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Olahan
Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya terkait
tindak lanjut atas kendala pengawasan, penulis memperoleh penjelasan
mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dalam
menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan
pengawasan kewajiban pencantuman label Informasi Nilai Gizi pada
produk pangan olahan, dengan tujuan menjaga efektivitas pengawasan serta
memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat sebagai konsumen
pangan olahan, yang dijelaskan sebagai berikut:

b4

a. Melakukan pembinaan ke produsen pangan olahan

terutama UMK
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b. Memberikan kemudahan bagi UMK untuk tidak

melakukan uji laboratorium sesuai Peraturan Badan POM

no. 16 Tahun 2020.%

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa
dalam menindaklanjuti berbagai kendala yang dihadapi dalam pengawasan
kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING), Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menempuh langkah
strategis melalui pendekatan pembinaan terhadap pelaku usaha, khususnya
produsen pangan olahan skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pembinaan
ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan teknis, pemberian konsultasi,
serta peningkatan pemahaman terkait ketentuan pelabelan pangan. Melalui
pendekatan ini, pelaku usaha tidak hanya diarahkan untuk memenuhi
kewajiban administratif, tetapi juga dibimbing agar mampu menyusun dan
mencantumkan Informasi Nilai Gizi secara benar sesuai dengan standar

yang ditetapkan oleh Badan POM.

Selain pembinaan kepada pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga
memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK dalam pemenuhan
kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi, khususnya berkaitan dengan
persyaratan uji laboratortum. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam
Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman
Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

dalam peraturan tersebut, pemerintah memberikan afirmasi berupa

> Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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fleksibilitas bagi pelaku UMK dalam menyusun Informasi Nilai Gizi tanpa
harus selalu melakukan uji laboratorium secara mandiri, yang pada

praktiknya memerlukan biaya relatif besar.

C. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya
Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket
Perspektif Hukum Positif

Peredaran produk pangan olahan tanpa pencantuman Informasi Nilai
Gizi (ING) merupakan persoalan hukum yang serius dalam sistem perlindungan
konsumen di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya Tahun 2024 mencatat sejumlah
temuan pelanggaran ketentuan label pangan olahan di Kota Malang. Dari
pemeriksaan sarana industri pangan, sebanyak 5 dari 13 sarana yang diperiksa
dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sementara seluruh 2 Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diperiksa juga dinyatakan TMK. Pada
sarana peredaran pangan olahan, 1 dari 2 sarana yang diperiksa dinyatakan tidak
memenuhi ketentuan. Secara keseluruhan, dari 1.057 sampel pangan yang diuji
pada Tahun Anggaran 2024, ditemukan 79 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan
meliputi ketidaklengkapan kode produksi, ketidaksesuaian desain label dengan
yang disetujui Badan POM, serta ketiadaan pencantuman berat bersih, yang
berkaitan erat dengan kewajiban kelengkapan label termasuk Informasi Nilai

Gizi (ING).>¢

%6 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya, Laporan Tahunan BBPOM Surabaya
Tahun 2024 (Surabaya: BBPOM Surabaya, 2025), 45-47, https://uat-
website.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20BBPOM%?20Surabaya%20Tahun%202
024.pdf
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Persoalan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan
menyentuh dimensi pemenuhan hak dasar konsumen atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut
UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar,
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pemenuhan
hak ini mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang andal dari otoritas yang
berwenang, agar setiap produk yang sampai ke tangan konsumen telah
memenuhi seluruh persyaratan pelabelan, termasuk pencantuman Informasi
Nilai Gizi.>’

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencantuman
Informasi Nilai Gizi bukan sekadar fenomena isolatif, melainkan
mencerminkan lemahnya rantai kepatuhan hukum (legal compliance chains)
yang seharusnya berjalan dari produsen, distributor, hingga pengecer.
Sebagaimana dikemukakan oleh Njatrijani, pengawasan keamanan pangan
merupakan instrumen strategis negara yang tidak hanya bertugas memastikan
keamanan produk, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi pangan bagi
konsumen sebagai prasyarat pengambilan keputusan konsumsi yang rasional

dan bertanggung jawab.’®

37 Nur Muhammad Tkroom Firdaus, “Urgensi Food Ingredient pada Makanan Import Ditinjau dari
Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen,” Skripsi S1 (UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2021), hlm. 34, http://etheses.uin-malang.ac.id/36237

3% Rinitami Njatrijani, “Pengawasan Keamanan Pangan,” Law, Development and Justice Review 4,
no. 1 (2021): 20, https://doi.org/10.14710/1djr.v4i1.11076; lihat juga T. Fahrul Gafar, dkk.,
“Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD),” Jurnal Pendidikan Dasar
dan Sosial Humaniora 1, no. 3 (2022): 545, https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1190.
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Temuan lapangan dalam penelitian ini mempertegas adanya peredaran
produk pangan olahan tanpa label informasi nilai gizi di Kota Malang.
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Oktober 2025, ditemukan lima
produk pangan olahan yang beredar di minimarket wilayah Kota Malang tanpa
mencantumkan label Informasi Nilai Gizi pada kemasannya, yakni keripik
pisang tanpa merek serta produk berlabel "EP" dan "BS" di salah satu
minimarket Kecamatan Sukun, dan produk berlabel "KM" serta "AS" di

Kecamatan Lowokwaru.>’

Kelima produk tersebut seluruhnya merupakan
produk yang diduga berasal dari pelaku usaha skala Usaha Mikro dan Kecil
(UMK) yang mendistribusikan produknya ke sarana ritel modern tanpa
memenuhi kewajiban pelabelan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi.
Kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha
terhadap ketentuan pelabelan gizi masih rendah, dan pengawasan oleh pihak

berwenang belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk yang tidak

memenuhi persyaratan tersebut.

Merespons kondisi tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) Surabaya menerapkan dua pendekatan penanganan secara
berjenjang. Berdasarkan hasil wawancara, penanganan secara preventif
dilakukan melalui tiga mekanisme utama pertama, evaluasi pre-market di
sarana produksi sebelum produk mendapatkan izin edar, guna memastikan
seluruh persyaratan label termasuk Informasi Nilai Gizi telah dipenuhi sejak

awal. Kedua, program pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK melalui

% Observasi Pra-Penelitian Di Minimarket Kecamatan Sukun Dan Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Oktober 2025.
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kemudahan penyusunan ING menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia
(TKPI) tanpa kewajiban uji laboratorium mandiri sebagaimana diatur dalam
Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2020. Ketiga, sosialisasi serta edukasi

berkala kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman ING.*°

Adapun penanganan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Surabaya secara represif ditempuh ketika pelanggaran telah terjadi di Kota
Malang, mencakup, pelaporan temuan ketidakpatuhan label kepada Badan
POM Pusat untuk ditindaklanjuti, perintah penarikan produk dari peredaran
(product recall) dan pemusnahan terhadap produk yang terbukti tidak
memenuhi ketentuan, serta pemberian sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin edar.®’ Namun demikian, upaya
penanganan preventif dan represif tersebut belum sepenuhnya mampu
mencegah beredarnya produk tanpa Informasi Nilai Gizi di Kota Malang,
sebagaimana terbukti dari temuan lapangan di atas, dan kondisi ini pada

akhirnya membawa dampak nyata bagi kesehatan masyarakat.

Ketiadaan Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk pangan yang beredar
di Kota Malang membawa dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap
kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kasus penyakit tidak
menular (PTM). Tanpa adanya informasi kandungan gizi yang memadai pada

kemasan produk, konsumen kehilangan acuan untuk mengontrol asupan gula,

% Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
%! Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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garam, dan lemak (GGL) secara mandiri.®? Berdasarkan catatan Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, jumlah penderita diabetes di Kota Malang
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 tercatat
sebanyak 22.806 penderita, dan pada tahun 2022 angka tersebut meningkat
menjadi 23.365 penderita meskipun pendataan belum mencakup penuh dua
belas bulan. Kepala Dinkes Kota Malang dr. Husnul Muarif menyatakan bahwa
peningkatan kasus tersebut salah satunya dipicu oleh faktor gaya hidup,
termasuk pola makan yang tidak terkendali akibat minimnya informasi

kandungan gizi pada produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.®®

Kondisi serupa terjadi dalam skala nasional. Pada tahun 2024, Indonesia
diperkirakan memiliki lebih dari 20 juta penderita diabetes melitus,
menempatkan Indonesia dalam posisi kelima dunia dengan jumlah kasus
diabetes tertinggi.®* yang lebih mengkhawatirkan, hanya satu dari empat hingga
lima penderita yang mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes, sehingga
mayoritas penderita terus mengonsumsi pangan tanpa kendali informasi gizi
yang memadai.®® Kondisi ini sejalan dengan temuan Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN) yang mengungkapkan bahwa hanya 7,9%

konsumen di Indonesia yang memperhatikan dan membaca label informasi nilai

2 Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (Bpkn Ri), "Perlindungan
Konsumen Terkait Akses Informasi Gula, Garam, Dan Lemak (Ggl)," Siaran Pers, 24 Mei 2022,
Diakses Pada 28 Maret 2026, Https://Bpkn.Go.Id/Siaranpers/Detail/Bpkn-Ri-Perlindungan-
Konsumen-Terkait- Akses-Informasi-Gula-Garam-Dan-Lemak-Ggl.

83 Mardi Sampurno, “Waspadai Peningkatan Kasus Diabetes”, Radar Malang, 16 November 2022,
Diakses Pada 20 April 2026, Https://Radarmalang.Jawapos.Com/Kesehatan/811088588/Waspadai-
Peningkatan-Kasus-Diabetes.

%4 Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian
Kesehatan RI, "Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat," VOA Indonesia, 21
November 2024, https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-penderita-diabetes-di-indonesia-terus-
meningkat/7870777.html

% Siti Nadia Tarmizi , Jumlah Penderita Diabetes di Indonesia Terus Meningkat.
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gizi, sementara rendahnya pemahaman terhadap label tersebut terbukti
berdampak pada pola konsumsi yang tidak terkontrol, memicu kegemukan, dan

obesitas.%°

Dampak ketiadaan label Informasi Nilai Gizi tidak hanya dirasakan pada
aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi negara yang sangat
besar. Berdasarkan data laporan pengelolaan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) per Desember 2025, penyakit jantung sebagai salah satu
komplikasi langsung konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang tidak
terkendali mencatat kenaikan beban biaya sebesar 68,8 persen dari Rp10,28
triliun pada 2019 menjadi Rp17,35 triliun pada 2025. Gagal ginjal bahkan
melonjak 476,2 persen dari Rp2,32 triliun menjadi Rp13,38 triliun pada periode
yang sama. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa empat
penyakit penyebab beban pembiayaan terbesar BPJS berkaitan langsung dengan
konsumsi GGL yang berlebihan.%” Kondisi tersebut sejatinya dapat dicegah
apabila konsumen memiliki akses terhadap informasi nilai gizi yang memadai

pada kemasan produk pangan.

Dengan demikian, ketiadaan ING pada produk pangan yang beredar
bukan sekadar pelanggaran administratif terhadap Peraturan BPOM Nomor 26
Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, melainkan

sebuah kondisi yang secara langsung berkontribusi pada memburuknya derajat

% Alifia Nur Rabiahni, Devi Safitri Effendy, Fitriyani Igbal, Claudia Fena Nur, Dan Nur Ita,
"Edukasi Pentingnya Label Informasi Nilai Gizi Pada Makanan," Jurnal Publikasi Pengabdian
Masyarakat: Inovasi Dan Pemberdayaan 1, No. 1 (2025): 1-9,

Https://Journal.Y ¢cn.Or.Id/Index.Php/Jppm/Article/Download/3/1/25.

57 Siti Nadia Tarmizi, "Beban Biaya Penyakit Terkait GGL di Balik Aturan Nutri-level," Tempo.co,
20 April 2026, https://www.tempo.co/politik/beban-biaya-penyakit-terkait-ggl-di-balik-aturan-
nutri-level-2130393.
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kesehatan masyarakat Kota Malang secara sistemik. Dari perspektif hukum
perlindungan konsumen, kondisi tersebut merupakan pelanggaran nyata
terhadap hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf ¢ UUPK yang
menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UUPK yang
melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan label sesuai
ketentuan, sehingga mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha

yang bersangkutan.

Kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan ING pada produk pangan
olahan telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum positif Indonesia.
Secara hierarkis, kewajiban tersebut bersumber pada Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), khususnya
Pasal 97 ayat (1), yang mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan
untuk diperdagangkan agar mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di
kemasan pangan. Ketentuan ini bersifat umum dan mengikat seluruh pelaku
usaha tanpa terkecuali. Secara lebih spesifik, kewajiban pencantuman ING
diatur dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang
menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan

pangan olahan wajib mencantumkan ING pada label.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (3) Peraturan BPOM 26 Tahun 2021
menentukan bahwa jenis zat gizi yang wajib dicantumkan mencakup kandungan

energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan garam (natrium) per takaran saji.

64



Format ING tersebut harus disajikan dalam bentuk tabel yang memuat takaran
saji, jumlah sajian per kemasan, serta persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)
per sajian. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh pangan olahan yang memiliki
izin edar, dengan pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat
(1) Peraturan BPOM 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label
Pangan Olahan, yaitu dikecualikan pada produk-produk tertentu seperti kopi
bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup
termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-

rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan.®®

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap kewajiban tersebut,
negara menunjuk otoritas pengawas yang memiliki kewenangan hukum untuk
menegakkan regulasi pangan di lapangan. Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BBPOM) Surabaya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia yang memiliki
kewenangan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Provinsi Jawa
Timur, termasuk Kota Malang. Kewenangan institusional tersebut bersumber
pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yang
memberikan kewenangan kepada BPOM untuk menerbitkan izin edar produk,
melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan,
serta memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Secara kewilayahan, Kota Malang termasuk dalam cakupan kerja

BBPOM Surabaya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Pasal 28 ayat

68 Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Bpom 26 Tahun 2021
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(2) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.¢

Pengawasan BBPOM atas kewajiban pencantuman Informasi Nilai Gizi
(ING) pada label pangan olahan di Kota Malang tidak dapat dilakukan secara
parsial. Diperlukan suatu kerangka analisis yang sistematis dan terstruktur agar
penilaian yang dihasilkan bersifat komprehensif, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori
pengawasan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis
utama. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan yang efektif harus melewati
empat tahapan yang berurutan dan saling berkaitan, yakni penetapan standar,
pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar,
serta pengambilan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.®’
Dengan menguraikan praktik pengawasan BBPOM (Balai Besar pengawas
Obat dan Makanan) Surabaya ke dalam keempat dimensi tersebut, analisis
berikut akan mengungkap sejauh mana sistem pengawasan yang ada telah
memenuhi prasyarat efektivitas, sekaligus mengidentifikasi celah-celah yang

masih membutuhkan perbaikan.

1. Penetapan Standar
Mengacu pada unsur pertama teori pengawasan Sondang P. Siagian,
efektivitas pengawasan bermula dari kejelasan standar yang dijadikan tolok
ukur. dalam kerangka hukum positif, standar tersebut telah ditetapkan secara

komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang

% Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, 112.
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membentuk sistem kewajiban pelabelan pangan di Indonesia. Kewajiban
pencantuman ING sebagai standar pengawasan bersumber dari tiga lapisan
regulasi yang saling melengkapi.

Pada tataran undang-undang, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengedarkan pangan olahan di wilayah Indonesia untuk
mencantumkan label pada pangan olahan. Lebih khusus lagi, Pasal 97
undang-undang tersebut mengatur bahwa label pangan olahan sekurang-
kurangnya memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang
digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal
dan kode produksi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta keterangan
asal-usul bahan pangan. di samping itu, Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas
menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi serta jaminan barang, yang dalam konteks pangan
mencakup hak untuk memperoleh informasi nilai gizi secara akurat.

Pada tataran peraturan teknis, Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun
2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan menetapkan
secara rinci standar format, komponen, dan persyaratan teknis ING yang
wajib dicantumkan pada kemasan produk pangan olahan. Peraturan ini
menjadi standar operasional langsung yang digunakan BBPOM Surabaya
dalam setiap kegiatan pengawasan label produk. di samping itu, Peraturan
BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman ING untuk Pangan

Olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil memberikan afirmasi berupa
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fleksibilitas mekanisme penyusunan ING tanpa kewajiban uji laboratorium
mandiri, dengan mengacu pada Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI),
sebagai wujud penyesuaian standar terhadap kapasitas pelaku usaha skala
kecil.”®
Dengan demikian, dari perspektif unsur penetapan standar Sondang

P. Siagian, BBPOM Surabaya telah memiliki standar pengawasan yang
jelas, terukur, dan didukung oleh landasan hukum yang komprehensif.
Keberadaan standar normatif yang kuat ini merupakan prasyarat yang telah
terpenuhi dalam sistem pengawasan. Namun demikian, keberadaan standar
yang komprehensif secara normatif belum dengan sendirinya menjamin
efektivitas pengawasan apabila unsur-unsur berikutnya tidak berjalan secara
optimal sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut.
Pengukuran Hasil Pelaksanaan

Unsur kedua pengawasan Sondang P. Siagian mensyaratkan bahwa
pengukuran terhadap kondisi aktual di lapangan harus dilaksanakan secara
sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan
pihak BBPOM Surabaya, mekanisme pengukuran pelaksanaan pengawasan
dijalankan melalui dua tahapan yang saling melengkapi, yaitu pengawasan
pre-market dan pengawasan post-market.’!

pengawasan pre-market dikategorikan sebagai pengawasan
preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan guna mencegah terjadinya

penyimpangan ataupun pelanggaran sejak dini. Sondang P. Siagian

70 Peraturan Badan Pom Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk
Pangan Olahan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil.

" Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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menyatakan bahwa pengawasan berfungsi sebagai instrumen pengendalian
kinerja organisasi, yakni mencegah terjadinya deviasi dalam
operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional
dapat terlaksana dengan baik, efisien, dan efektif.”’Dalam konteks
pengawasan pangan, pengawasan preventif bertujuan memastikan bahwa
setiap produk yang akan diedarkan telah memenuhi standar keamanan,

mutu, dan kelengkapan informasi sebelum sampai ke tangan konsumen. 3

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan preventif BBPOM
Surabaya diwujudkan melalui empat mekanisme utama. Pertama, evaluasi
pre-market yang mencakup penilaian komposisi produk, proses produksi,
dan kesesuaian label termasuk ING sebelum izin edar diterbitkan. Kedua,
penguatan regulasi teknis melalui pembaruan ketentuan pelabelan yang
mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021. Ketiga, program
pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK sebagaimana diakomodasi
dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020, yang memberikan
kemudahan penyusunan ING tanpa kewajiban uji laboratorium mandiri,
melainkan dapat menggunakan referensi Tabel Komposisi Pangan
Indonesia (TKPI). Keempat, kegiatan edukasi dan sosialisasi berkala

kepada pelaku usaha mengenai kewajiban pencantuman ING.”*

72 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, 135.

® Lia Amelia Dan Dwi Hartanti, "Examining Effectiveness Of Management Control System Within
Indonesian Anticorruption Agency: A Levers Of Control Perspective," Jurnal Ilmiah Manajemen,
Ekonomi, & Akuntansi (Mea) 7, No. 2 (2023): 821-45, Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V7i2.3068.
™ Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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Terkait yang terjadi di Kota Malang, mekanisme pre-market yang
berjalan secara terpusat di BPOM pusat dan BBPOM Surabaya seharusnya
telah menyaring produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan
pelabelan sebelum memperoleh izin edar. Namun, celah yang teridentifikasi
dalam penelitian ini adalah bahwa beberapa produk yang beredar di
minimarket Kota Malang diduga merupakan produk yang telah memperoleh
izin edar, tetapi bermasalah dalam konsistensi penerapan label di lapangan,
atau bahkan merupakan produk tanpa izin edar (TIE) yang sejak awal tidak
melewati proses evaluasi pre-market. Kondisi ini menunjukkan bahwa
efektivitas pengawasan pre-market sangat bergantung pada kelengkapan
sistem registrasi dan Kkonsistensi pengawasan post-market sebagai

kontrolnya.

Pengawasan post-market merupakan bentuk pengawasan represif,
yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk beredar di pasaran untuk
menindaklanjuti pelanggaran yang telah terjadi, sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan yang memberikan kewenangan BPOM untuk melakukan
pengawasan setelah produk beredar. Berdasarkan hasil wawancara, inspeksi
post-market di sarana distribusi dilakukan secara rutin dan berbasis analisis
risiko (visk-based surveillance), yakni memprioritaskan wilayah dan jenis
produk dengan tingkat risiko pelanggaran yang lebih tinggi. Selain
pemeriksaan fisik label, petugas juga melakukan pengambilan sampel
produk untuk pengujian laboratorium guna memverifikasi kesesuaian

kandungan gizi yang dicantumkan dengan komposisi nyata produk. Hasil
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pemeriksaan dan pengujian kemudian dilaporkan kepada BPOM pusat

sebagai dasar pengambilan tindakan lanjut.””

dalam konteks pengawasan di
Kota Malang, BBPOM Surabaya menjalankan inspeksi rutin ke sarana
distribusi yang mencakup minimarket, toko, dan agen peredaran pangan.
Namun, berdasarkan fakta lapangan yang menunjukkan masih beredarnya
produk tanpa ING di minimarket Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa
jangkauan dan frekuensi inspeksi postmarket belum sepenuhnya mampu
menjangkau seluruh sarana distribusi secara merata. ’¢

Meskipun mekanisme pengukuran dua tahap tersebut telah
dirancang secara sistematis, efektivitasnya menghadapi hambatan struktural
yang serius dari aspek kapasitas sumber daya manusia pengawas.
Berdasarkan data Rencana Strategis BBPOM Surabaya Tahun 2025-2029,
kebutuhan ideal tenaga pengawas adalah 211 orang untuk mengawasi
38.394 sarana di 27 kabupaten/kota wilayah kerja, namun SDM yang
tersedia pada periode awal rencana strategis hanya berjumlah 144 orang,
sehingga terdapat kekurangan sekitar 67 orang pengawas.”’ Merujuk pada
pandangan Sondang P. Siagian bahwa kualitas pengukuran sangat
ditentukan oleh kecukupan kapasitas aparat pengawas, ketimpangan ini

secara langsung berdampak pada ketidakmerataan jangkauan dan intensitas

> Rizki Ramadhan, Arif Rahman, dan Muhibuddin, “Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan
melalui Platform E-Commerce,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh 7, no. 2 (2024): 5, https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16875

76 Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis

7 Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029, 66.
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inspeksi di lapangan, khususnya di wilayah Kota Malang sebagai bagian
dari luasnya cakupan kerja BBPOM Surabaya.

Di samping keterbatasan SDM, belum optimalnya koordinasi antara
BBPOM Surabaya dengan pemerintah daerah juga turut membatasi cakupan
pengukuran pengawasan. Berdasarkan data Rencana Strategis BBPOM
Surabaya Tahun 2025-2029, baru 6 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Timur
yang telah membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat
dan Makanan bersama BBPOM Surabaya.”® Ketiadaan koordinasi yang
terstruktur ini mengakibatkan pengukuran pengawasan yang dilakukan
BBPOM Surabaya tidak dapat didukung oleh data dan informasi dari
instansi daerah, sehingga jangkauan deteksi pelanggaran menjadi lebih
terbatas.

3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar

Unsur ketiga pengawasan Sondang P. Siagian adalah perbandingan
antara kondisi aktual yang terukur dengan standar yang telah ditetapkan.
dalam konteks pengawasan BBPOM Surabaya, perbandingan ini
mengungkap kesenjangan yang nyata antara das Sollen (yang seharusnya
terjadi menurut hukum) dan das Sein (yang senyatanya terjadi di lapangan).

Dari aspek normatif, seluruh produk pangan olahan yang beredar di
minimarket Kota Malang seharusnya telah memenuhi kewajiban
pencantuman ING sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021. Produk
yang tidak memenuhi kewajiban tersebut seharusnya tidak memperoleh izin

edar atau telah ditarik dari peredaran melalui mekanisme post-market

78 Renstra Balai Besar Pom Di Surabaya Tahun 2025-2029, 66.

72



surveillance. Dengan demikian, standar hukum positif menghendaki
kondisi di mana tidak satupun produk tanpa ING beredar secara bebas di
sarana distribusi publik.

Namun, fakta lapangan menunjukkan realitas yang berbeda secara
signifikan. Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan di minimarket
Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Oktober
2025, ditemukan lima produk pangan yang beredar tanpa dilengkapi ING,
meliputi keripik pisang tanpa merek, jajan kering bermerek “EP”, “BS”,
keripik singkong bermerek “KM”, dan kue bolu bermerek “AS”.” Temuan
empiris ini secara langsung mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan
yang ada belum mampu memastikan seluruh produk yang beredar di sarana
distribusi Kota Malang telah memenuhi standar pelabelan yang ditetapkan
oleh hukum.

Celah pengawasan yang menyebabkan kesenjangan tersebut
bersumber dari sebagian produk yang tidak berlabel informasi nilai gizi
merupakan produk tanpa izin edar (TIE) yang sama sekali tidak pernah
melewati proses evaluasi pre-market, sehingga filter pertama perlindungan

konsumen tidak dapat bekerja.®°

Kondisi ini mengindikasikan bahwa
jangkauan pengawasan post-market berbasis analisis risiko belum

sepenuhnya mampu mendeteksi dan menghentikan peredaran produk TIE

tersebut sebelum sampai ke tangan konsumen. Merujuk pada pandangan

7 Observasi Pra-Penelitian Di Minimarket Kecamatan Sukun Dan Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Oktober 2025.

8% Adhyasta Dwi Pangestu dan Siti Hapsah Isfardiyana, “Perlindungan Konsumen terhadap
Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai,” Prosiding Seminar Hukum Aktual 2, no.
3 (Mei 2024): 90, https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/34812.
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Sondang P. Siagian bahwa perbandingan yang cermat antara pelaksanaan
dan standar merupakan prasyarat bagi tindakan korektif yang tepat sasaran,
kondisi di atas mengindikasikan bahwa sistem pengukuran pengawasan
BBPOM Surabaya belum sepenuhnya mampu menangkap seluruh
penyimpangan yang terjadi di lapangan. %!
4. Tindakan Korektif
Unsur keempat dan terakhir dalam teori pengawasan Sondang P.
Siagian adalah pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang
telah teridentifikasi. Sondang P. Siagian menegaskan bahwa tindakan
korektif harus diambil secara tepat waktu, proporsional, dan konsisten agar
pengawasan benar-benar efektif dalam mengembalikan kegiatan ke jalur
yang semestinya dan mencegah terulangnya pelanggaran.®?

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBPOM Surabaya,
mekanisme tindakan korektif terhadap pelanggaran kewajiban pencantuman
ING dijalankan secara berjenjang dan terintegrasi. Setiap temuan dalam
kegiatan pengawasan baik pre-market maupun post-market oleh BBPOM
Surabaya dilaporkan kepada Badan POM Pusat. Apabila suatu produk
terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, Badan POM berwenang

memerintahkan penarikan produk dari peredaran (recall) dan pemusnahan.

Terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi

81 Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
82 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial, 131
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administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan
izin edar.®3

Dalam dimensi penegakan hukum pidana, Pasal 62 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengancam
pelaku usaha yang melanggar kewajiban pelabelan dengan sanksi pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 63 undang-undang yang
sama memungkinkan dijatuhkannya sanksi tambahan berupa perampasan
barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, serta
pencabutan izin usaha. Berdasarkan ketentuan pidana pangan, Pasal 141
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur ancaman
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku yang melanggar
ketentuan pelabelan pangan.

Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pembuat undang-
undang memandang pelanggaran pelabelan pangan sebagai perbuatan yang
cukup serius untuk dikriminalisasi, bukan sekadar pelanggaran
administratif. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana
masih sangat jarang dilakukan dan lebih sering diselesaikan melalui jalur
administratif. di samping itu, BBPOM Surabaya juga menjalankan tindakan
korektif yang bersifat preventif-edukatif melalui pembinaan aktif kepada

pelaku usaha, pendampingan teknis bagi UMK dalam penyusunan ING

8 Yudi Hermanto, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Surabaya, 23 Januari 2026,
dilakukan secara tertulis
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berbasis TKPI, serta penguatan komitmen kepatuhan melalui program
sosialisasi regulasi secara berkala.

Meskipun mekanisme tindakan korektif tersebut telah tersedia
secara normatif dan institusional, efektivitasnya masih menghadapi
tantangan serius. Pertama, resistensi pelaku usaha UMK terhadap kewajiban
penyusunan ING yang bersumber dari persepsi biaya tinggi meskipun
kemudahan melalui TKPI telah tersedia menyebabkan tingkat kepatuhan
yang belum optimal. Kedua, keberadaan produk tanpa izin edar (TIE) yang
beredar tanpa ING merupakan pelanggaran ganda yang memerlukan
tindakan korektif yang lebih tegas dan koordinasi lintas instansi yang lebih
kuat.3* Ketiga, merujuk pada pandangan Sondang P. Siagian bahwa sanksi
yang tidak diterapkan secara konsisten cenderung memperlemah tingkat

kepatuhan pelaku usaha secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis keempat unsur pengawasan menurut teori Sondang
P. Siagian di atas, dapat diintegrasikan bahwa sistem pengawasan BBPOM
Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa ING di Kota Malang telah
memiliki kerangka normatif dan mekanisme yang terstruktur. Unsur pertama
penetapan standar telah terpenuhi secara komprehensif melalui regulasi berlapis
dari level undang-undang hingga peraturan teknis BPOM. Akan tetapi, tiga
unsur berikutnya masih menghadapi kesenjangan implementasi yang perlu

ditangani secara sistematis.

8 Azizah Putri Umami, Agus Suwandono, dan Deviana Yuanitasari, “Implementasi Peran
Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Rusak,” Yustisi 11, no. 1
(2024): 155, https://doi.org/10.32832/yustisi.v11il.16199.
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Pada unsur pengukuran, keterbatasan SDM dengan defisit 67 petugas
dan belum optimalnya koordinasi lintas instansi menjadi hambatan nyata dalam
memperluas jangkauan pengawasan lapangan. Pada unsur perbandingan, masih
ditemukannya lima produk tanpa ING di minimarket Kota Malang merupakan
bukti empiris bahwa kesenjangan antara das Sollen dan das Sein masih terjadi
secara nyata di lapangan. Pada unsur tindakan korektif, mekanisme yang ada
belum sepenuhnya memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku usaha yang
tidak patuh, sebagaimana tercermin dari masih beredarnya produk tanpa ING
meskipun berbagai upaya pembinaan dan penegakan hukum telah dilakukan.
dalam perspektif Sondang P. Siagian, penyempurnaan sistem pengawasan
BBPOM Surabaya harus dilakukan secara menyeluruh dan simultan pada ketiga

unsur yang masih lemah.

Memperhatikan berbagai celah yang ditemukan dalam penelitian ini,
penulis memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dirumuskan untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Pertama,
penguatan kapasitas SDM pengawas melalui rekrutmen tambahan dan
peningkatan kompetensi teknis, terutama dalam bidang pemeriksaan label
panganKedua, penguatan pengawasan perlu diarahkan pada optimalisasi
pemanfaatan infrastruktur digital yang telah tersedia, khususnya melalui
intensifikasi sosialisasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile yang sudah
dilengkapi fitur pelaporan produk ilegal kepada konsumen di Kota Malang
secara masif dan terstruktur. Rendahnya tingkat pemanfaatan kanal pelaporan
digital tersebut oleh masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi

belum diimbangi dengan literasi publik yang memadai, sehingga fungsi
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pengawasan partisipatif berbasis teknologi belum berjalan optimal sebagai
perpanjangan tangan inspeksi lapangan yang kapasitas SDM-nya masih
terbatas. Ketiga, penguatan sinergi antara BBPOM dengan pemerintah daerah,
dinas terkait, dan asosiasi ritel agar program pengawasan lebih terkoordinasi
dan menjangkau seluruh wilayah secara merata. Keempat, peningkatan program
pembinaan aktif bagi pelaku usaha UMK dengan pendampingan langsung
dalam penyusunan ING berbasis Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI).?®

Kelima, penguatan mekanisme penegakan sanksi secara konsisten agar

memberikan efek jera yang nyata.

. Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya
Terhadap Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Gizi di Minimarket
Perspektif Maqgashid Syariah

Pengawasan terhadap peredaran produk makanan tanpa label informasi
nilai gizi (ING) tidak hanya merupakan persoalan hukum positif semata, tetapi
juga memiliki relevansi yang sangat kuat dalam perspektif Islam, khususnya
melalui pendekatan maqgashid syaria’ah. dalam kerangka maqashid al-syari’ah,
setiap kebijakan dan tindakan hukum dinilai dari sejauh mana ia mampu
mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah)
bagi manusia.®® Perlindungan konsumen atas informasi pangan yang benar
merupakan bentuk nyata dari prinsip tersebut, karena label Informasi Nilai Gizi

yang lengkap memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan konsumsi

85 Ayu Rahadiyanti, “[Pdf] Tabel Komposisi Pangan Indonesia / Tkpi /Dkbm (Terbaru),” Blog
Ahligiziid, 1 Mei 2019, Diakses Pada 28 Maret 2026, Https://Ahligizi.Id/Blog/2019/05/01/Tabel-
Komposisi-Pangan-Indonesia-Tkpi-Terbaru/.

8 Hermanto, Magqashid Al Syari'ah, Metode Ijtihad, 24.
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yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengawasan
pangan oleh negara bukan sekadar tugas administratif, melainkan juga
kewajiban etis yang bersumber dari nilai-nilai syariat Islam.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya
sebagai representasi negara dalam pengawasan pangan di wilayah Jawa Timur,
termasuk Kota Malang, mengemban peran strategis yang dalam kerangka
magqashid syari’ah memiliki nilai maslahah yang sangat tinggi. Kehadiran
lembaga pengawasan ini memastikan bahwa setiap produk pangan yang beredar
di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kelengkapan informasi,
sehingga konsumen terlindungi dari potensi bahaya yang tersembunyi di balik
produk tanpa label gizi. Islam menegaskan pentingnya perlindungan terhadap
masyarakat dari segala bentuk mudharat, termasuk dalam aspek pangan.

Prinsip tersebut tercermin dalam QS. Al-Bagarah ayat 168 yang
berbunyi:

A5 Ul el sl 15 V5 Uil WSA (51 L 1 B T

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu",
serta QS. Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

ol Eand 80 51l 3 ) ot 5 0 s 1

”Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan
sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik".

Ayat pertama menegaskan bahwa makanan yang dikonsumsi tidak

cukup hanya halal, tetapi juga harus tayyib baik dan aman bagi tubuh. dalam
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konteks penelitian ini, produk pangan yang beredar tanpa mencantumkan
Informasi Nilai Gizi (ING) membuat konsumen tidak mengetahui apa yang
sebenarnya mereka konsumsi, sehingga syarat fayyib itu sulit terpenuhi. Adapun
ayat 195 mengingatkan agar manusia tidak membiarkan dirinya jatuh dalam
kebinasaan, yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bahaya yang muncul
ketika konsumen rentan seperti penderita diabetes atau hipertensi mengonsumsi
produk tanpa informasi gizi yang memadai. Kedua ayat ini pada akhirnya
menjadi pijakan normatif yang menguatkan analisis Magashid Syariah dalam
penelitian ini, terutama pada aspek hifz al-nafs dan hifz al-'aql.®¥’

Kewajiban pencantuman label informasi nilai gizi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021
tentang Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Olahan, sejalan secara
substantif dengan konsep maslahah dalam hukum Islam, yaitu mendatangkan
manfaat dan menolak kemudaratan. Regulasi ini tidak hanya merupakan
perintah hukum positif, tetapi juga mengekspresikan nilai transparansi
informasi yang diwajibkan Islam dalam setiap bentuk transaksi jual beli.
Pelabelan gizi yang akurat, menjadikan konsumen memiliki akses pada
informasi gizi yang lengkap mampu menghindari asupan berlebih atau
kekurangan zat gizi penting, sehingga keseimbangan nutrisi terjaga dan risiko
penyakit akibat pola konsumsi yang tidak tepat dapat diminimalkan.®®

Hak konsumen atas informasi pangan yang benar dan lengkap

merupakan cerminan dari nilai keadilan ("adalah) dan kemaslahatan yang

87 Rinitami Njatrijani, “Pengawasan Keamanan Pangan,” Law, Development And Justice Review 4,
No. 1 (2021): 15, Https://Doi.Org/10.14710/Ldjr.V4i1.11076.

8 n"Cegah Obesitas Dengan Membaca Informasi Gizi Pada Label Kemasan Makanan,"
Kompas.Com, Diakses 23 April 2026.
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dijunjung tinggi dalam hukum Islam. informasi yang tidak transparan
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam fikih
muamalah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang
diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata,
D g e s aliaall s e by adle A e i Ok
“Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam melarangjual
beli hashah dan jual beli gharar.” (HR. Muslim no.
1513).%
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menjelaskan bahwa gharar terjadi ketika salah
satu pihak tidak mengetahui secara penuh apa yang diperjualbelikan, sehingga
berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah posisinya, yaitu konsumen.”
Apabila konsumen tidak memperoleh informasi gizi yang memadai,
kemampuan mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi kesehatannya menjadi terabaikan, yang dalam kerangka al-Syatibi
merupakan pelanggaran terhadap hifz al-nafs dan hifz al-'aql sekaligus.®*
Al-Syatibi membagi tingkatan maslahah ke dalam tiga hierarki;
daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Daruriyyat
adalah kemaslahatan yang paling tinggi kedudukannya karena menyangkut hal-

hal yang mutlak diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Al-Syatibi

mendefinisikannya dalam al-Muwafaqat sebagai berikut.%

8 "Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram Dalam Transaksi Muamalah," Muslim.Or.Id, Diakses
23 April 2026, Https://Muslim.Or.Id/103070-Prinsip-Prinsip-Memahami-Halal-Haram-Dalam-
Transaksi-Muamalah-Bag-4.Html.

% M. Saifudin Hakim, “Prinsip-Prinsip Memahami Halal Haram Dalam Transaksi Muamalah (Bag.
4),” Muslim.Or.Id, 24 Januari 2025, Diakses Pada 23 April 2026, Https://Muslim.Or.1d/101481-
Prinsip-Prinsip-Memahami-Halal-Haram-Dalam-Transaksi-Muamalah-Bag-1.Html.

°! Lara Aziza Putri Dan Miftahul Zikri Sy, “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Pada Pemasaran
Syariah Dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen 3, No. 1
(2024): 14, Https://Doi.Org/10.61722/Jiem.V3i1.3312.

%2 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, him. 17-20.
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a Coingh 13) Gy A ) i A B e B Y A (a &Gl
"Kebutuhan daruriyyat adalah sesuatu yang mutlak diperlukan

bagi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila ia tidak

ada, maka kemaslahatan dunia tidak dapat berjalan secara
benar."

Berdasarkan definisi al-Syatibi ini, kewajiban pencantuman ING pada
produk pangan olahan termasuk dalam kategori maslahah daruriyyat karena
berkaitan langsung dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) konsumen. Tanpa
informasi gizi yang memadai, konsumen terutama mereka yang memiliki kondisi
kesehatan tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau alergi tidak dapat mengambil
keputusan konsumsi yang aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ancaman
nyata terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, yang dalam kerangka al-Syatibi
merupakan mafsadah daruriyyat yang harus segera dicegah dan dihilangkan®?

Konsep maslahah secara substantif mencakup segala bentuk manfaat yang
mendukung perlindungan jiwa dan kesehatan konsumen. dalam konteks pangan,
ketersediaan informasi gizi yang akurat dan mudah dipahami merupakan bentuk
maslahah yang paling nyata dan terukur. Al-Ghazali mendefinisikan maslahah
sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratan
dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syara. Konsumen yang memiliki akses pada
informasi gizi yang lengkap mampu menghindari asupan berlebih atau kekurangan

zat-zat penting, sehingga keseimbangan nutrisi terjaga dan risiko penyakit akibat

pola konsumsi yang tidak tepat dapat diminimalkan. Label gizi bukan sekadar

% Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 20
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informasi teknis, melainkan sarana perlindungan kesehatan yang bernilai
maslhahah dalam dimensi hifz an-nafs (pemeliharaan jiwa).%

Konsep mafsadah merupakan antonim dari maslahah dan merujuk pada
segala potensi kerugian atau bahaya yang mengancam terpeliharanya tujuan-
tujuan syariat. Ketiadaan label informasi nilai gizi pada produk makanan
merupakan bentuk mafsadah yang nyata karena menutup akses konsumen
terhadap informasi penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan
konsumsi. Para ulama usul figh merumuskan kaidah pokok:

cliadd) s e 23 sl ¢ 53

’menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan™°

Yang menegaskan bahwa pencegahan mafsadah memiliki prioritas lebih tinggi
daripada pencarian maslahah. Prinsip ini memperkuat urgensi pengawasan
ketat terhadap peredaran produk tanpa label gizi sebagai tindakan preventif
yang diwajibkan syariat.®

Menurut data survey konsumen yang dilakukan terhadap 30 responden
di Kota Malang menunjukkan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya label
informasi nilai gizi. Mayoritas responden (66,7%) menganggap label ING
sangat penting dalam pengambilan keputusan pembelian produk pangan
kemasan.”” Namun, kesadaran normatif ini tidak sepenuhnya tercermin dalam

perilaku aktual konsumen. Data menunjukkan mayoritas responden (86,7%)

% Hermanto, Maqashid Al Syari'ah, 31.

5 Mohammad Basid Al Haris Dan Miftakhul Rohman, “Implementasi Maqosid Syariah Terhadap
Pedagang Di Kawasan Soto Mbok Ijo Tamanan Kediri,” Sinda: Comprehensive Journal Of Islamic
Social Studies 3, No. 3 (2023): 110, Https://D0i.Org/10.28926/Sinda.V3i3.1173.

% Andi Rangga Mandala Putra, Analisis Maslahat Dan Mafsadat, 28

7 Data Primer, "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan
Kemasan di Kota Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.1
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memperhatikan atau kadang-kadang memperhatikan label informasi nilai gizi
sebelum membeli,”®menunjukkan bahwa kesadaran konsumen terhadap
pentingnya informasi gizi sudah tersebar luas di masyarakat. Lebih signifikan
lagi, 66,7% responden menyatakan bahwa mereka merasa dirugikan sebagai
konsumen ketika produk tidak mencantumkan label informasi nilai gizi,”
mengindikasikan persepsi nyata mengenai dampak negatif dari ketiadaan
informasi gizi tersebut. Data ini mengkonfirmasi bahwa dalam perspektif
konsumen, ketiadaan label informasi nilai gizi merupakan bentuk mafsadah
yang konkret dan dirasakan secara langsung.

Meskipun mayoritas responden memiliki kesadaran yang baik tentang
pentingnya label ING, perilaku pembelian mereka menunjukkan dinamika yang
kompleks. Data menunjukkan bahwa 56,7% responden akan memilih produk
lain jika produk pilihannya tidak memiliki ING, namun 33,3% masih tetap
membeli produk tanpa ING terutama karena ketiadaan pilihan lain (70%) atau
harga lebih murah (40%).!°Dalam perspektif al-Syatibi, situasi ini
mencerminkan adanya mafsadah struktural yang melampaui kontrol individual
konsumen. Konsumen yang tidak memiliki pilihan produk ber-ING di
minimarket terdekat berada dalam kondisi darurat (keterpaksaan) yang dalam

kerangka al-Syatibi justru memperkuat kewajiban negara untuk memastikan

% "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota
Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.2
9 "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota
Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.3
1% Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota
Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.4
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ketersediaan produk yang memenuhi standar pelabelan di semua sarana
distribusi.'®!

Dari perspektif maqashid syariah, situasi ini mencerminkan adanya
mafsadah struktural yang melampaui kontrol individual konsumen, yaitu
ketiadaan ketersediaan produk alternatif yang memenuhi standar pelabelan
lengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan BBPOM Surabaya
belum sepenuhnya mampu memastikan tersedianya pilihan produk yang
memenuhi standar regulasi di sarana distribusi ritel Kota Malang. Tingkat
kesadaran hukum konsumen menunjukkan data, bahwa 53,3% responden telah
mengetahui bahwa pencantuman label informasi nilai gizi merupakan
kewajiban yang diatur oleh hukum, meskipun masih ada 40,0% yang tidak
mengetahuinya.'®? Kesadaran hukum ini penting untuk memperkuat komitmen
konsumen terhadap pentingnya perlindungan informasi, yang dalam perspektif
magqashid syariah merupakan bagian integral dari perlindungan harta (hifz al-
mal) dan jiwa (hifz an-nafs)

Berdasarkan observasi pada Oktober 2025, ditemukan lima produk
pangan olahan yang beredar di minimarket Kota Malang tanpa mencantumkan
ING, mencerminkan mafsadah nyata yang mengancam kesehatan dan hak
informasi konsumen. Kondisi ini diperkuat oleh data Dinas Kesehatan Kota
Malang yang mencatat peningkatan penderita diabetes dari 22.806 jiwa (2021)
menjadi  23.365 jiwa (2022), mengindikasikan dampak serius dari

ketidaktepatan asupan nutrisi akibat kurangnya informasi gizi.'®> Konsumen

101 A]-Syatibi, al-Muwafagqat fi Usul al-Syari'ah, Juz II, hlm. 25

12 "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota
Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.6

103 Mardi Sampurno, Waspadai Peningkatan Kasus Diabetes.
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yang membeli produk tanpa label ING tidak memiliki dasar informasi yang
memadai untuk menilai keamanan dan kesesuaian produk dengan kebutuhan
gizinya, sehingga rentan mengalami kerugian kesehatan yang bersifat kumulatif
dan jangka panjang. Situasi ini diperkuat oleh survey yang mengungkapkan
dampak nyata yang mereka rasakan, yaitu ketidakmampuan mengontrol asupan
gula, garam, dan lemak secara mandiri, hilangnya kontrol kesehatan diri sendiri,
persepsi merasa ditipu atau tidak dipercaya terhadap produk, serta kesulitan
dalam membandingkan kandungan gizi antar produk untuk mengambil
keputusan pembelian yang rasional.'® Dari perspektif maqashid syariah,
dampak-dampak ini menunjukkan bahwa mafsadah dari ketiadaan label ING
menyentuh aspek fundamental perlindungan jiwa (hifz an-nafs), harta (hifz al-
mal), dan akal (hifz al-aql) konsumen sebagai tujuan-tujuan syariat yang paling
vital (darurriyah), sekaligus menandakan kelemahan sistemik dalam penegakan
regulasi pelabelan pangan yang perlu segera ditangani.

Pencantuman label informasi nilai gizi yang lengkap, akurat, dan mudah
dipahami merupakan bentuk maslahah yang paling konkret dalam konteks
perdagangan pangan modern. Ketika pelaku usaha memenuhi kewajiban ini,
mereka tidak hanya menjalankan perintah regulasi, tetapi juga mewujudkan
kewajiban etis Islam untuk bersikap jujur dan transparan dalam muamalah.
Nilai kejujuran dalam jual beli (sidq al-ba i) merupakan pondasi transaksi yang
sah dan membawa keberkahan, dan pelabelan gizi yang akurat merupakan

implementasi nyata nilai tersebut dalam konteks perdagangan pangan.’®

104 "Survei Konsumen Mengenai Label Informasi Nilai Gizi pada Produk Pangan Kemasan di Kota
Malang," Mei 2026, Lampiran 4.1, Tabel 4.1.7

195 Pangestu Dan Hapsah, Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi
Yang Tidak Sesuai, 214.
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Dengan tersedianya informasi nilai gizi yang benar, konsumen memperoleh
perlindungan nyata atas kesehatannya sebagai wujud maslahah ‘ammah
(kemaslahatan umum) yang manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan preventif yang dilakukan BBPOM Surabaya, mencakup
evaluasi pre-market, pendampingan usaha mikro dan kecil (UMK), serta
sosialisasi regulasi, merupakan langkah nyata dalam mewujudkan maslahah
bagi konsumen sebelum mafsadah sempat terjadi. dalam kaidah fighiyyah

disebutkan

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."!¢

Kaidah ad-dhararu yuzalu memberikan pengertian bahwa manusia harus
dijauhkan dari tindak yang menyakiti (idhrar), baik oleh dirinya maupun oleh
orang lain, dan tidak semestinya seseorang atau institusi menimbulkan bahaya
bagi pihak lain, sehingga pengawasan BBPOM pada tahap ini bukan sekadar
fungsi administratif, melainkan juga implementasi nilai-nilai syariat dalam tata
kelola pangan modern.*”

Adapun pengawasan represif seperti penindakan, pemberian sanksi
administratif, dan penarikan produk yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya
merupakan upaya untuk mencegah berkembangnya mafsadah yang sudah
terjadi di masyarakat. Tindakan-tindakan represif ini selaras dengan kaidah

dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih yang menempatkan penolakan

106 Aisyah Gaswati, ” Aplikasi Kaidah Fighiyah Ad-Dhararu Yuzalu dalam Fatwa DSN MUI”
Kompasiana, 17 November 2023, diakses pada 20 Mei 2020,
https://www.kompasiana.com/aisyah22899/65565c5aee794a4bfe28e¢712/aplikasi-kaidah-fighiyah-
ad-dhararu-yuzalu-dalam-fatwa-dsn-mui?page=2&page images=1.

197 Kirana Dan Muniru, Pola Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Kadaluarsa
Perspektif Maqashid Syariah,
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mafsadah sebagai prioritas utama dalam hukum Islam. Produk yang terbukti
beredar tanpa ING dan mencederai hak konsumen wajib ditindak secara tegas
sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan keadilan (‘adalah)
dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Penegakan sanksi yang konsisten
juga berfungsi sebagai deterrent effect yang mencegah pelaku usaha lain untuk
melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang.'®®

Apabila diukur dari perspektif maslahah-mafsadah, efektivitas
pengawasan BBPOM Surabaya dalam menekan peredaran produk tanpa label
gizi di minimarket Kota Malang masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukannya
produk-produk tersebut mengindikasikan bahwa mafsadah belum sepenuhnya
dapat ditekan, dan fungsi maslahah dari pengawasan belum terealisasi secara
optimal. Keterbatasan sumber daya manusia pengawas, luasnya cakupan
wilayah, dan rendahnya kepatuhan produsen UMK menjadi faktor penghambat
terwujudnya maslahah secara menyeluruh. dalam pandangan magasid al-
syari‘ah, kelemahan pengawasan yang membiarkan mafsadah terus
berlangsung merupakan persoalan yang perlu ditangani dengan serius dan
segera.

Hambatan-hambatan pengawasan yang diidentifikasi dalam penelitian
ini, antara lain keterbatasan SDM pengawas, besarnya biaya uji laboratorium
yang memberatkan UMK, serta masih beredarnya produk tanpa izin edar,
merupakan faktor-faktor yang secara kumulatif memperbesar potensi mafsadah

di masyarakat. Dari sudut pandang Islam, membiarkan mafsadah terus

108 Ramadhan, Rahman, Dan Muhibuddin, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Yang Diperdagangkan Melalui Platform
E-Commerce, 5.
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berlangsung tanpa upaya penanggulangan yang memadai bertentangan dengan
kewajiban syar‘i untuk menjaga kemaslahatan umat. Para pelaku usaha yang
tidak melengkapi produknya dengan label gizi tidak hanya melanggar regulasi,
tetapi juga melakukan pelanggaran etika muamalah yang dilarang dalam Islam
karena merugikan konsumen yang seyogianya menjadi mitra dalam transaksi
perdagangan yang dilandasi kejujuran dan saling melindungi.'®®

Analisis keseimbangan antara maslahah dan mafsadah dalam kebijakan
pengawasan pangan menunjukkan bahwa kewajiban pelabelan gizi merupakan
upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan
kepentingan pelaku usaha. Kebijakan afirmatif seperti kemudahan bagi UMK
untuk tidak melakukan uji laboratorium sebagaimana diatur dalam Peraturan
BPOM Nomor 16 Tahun 2020 merupakan langkah bijaksana yang
mempertimbangkan maslahah bagi pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan
kepentingan perlindungan konsumen. Keseimbangan ini mencerminkan
semangat magqasid al-syari ‘ah yang tidak hanya berpihak pada satu kelompok,
melainkan berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh
pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan pangan.*

Berdasarkan kerangka maqashid syariah Imam al-Syatibi, pengawasan
BBPOM Surabaya terhadap peredaran produk pangan tanpa label ING di
minimarket Kota Malang dapat dinilai sebagai berikut. Pertama, kewajiban
pencantuman ING merupakan maslahah daruriyyat yang melindungi hifz al-

nafs dan hifz al-'aql konsumen sebagai dua dari lima tujuan pokok syariat yang

199 Safriadi, Maqashid Syariah Dan Maslahah, 102.
110 Hermanto, Maqashid Al Syari'ah, 42.
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paling vital. Peredaran produk tanpa ING mengandung mafsadah daruriyyat
yang nyata dan terbukti secara empiris dari peningkatan kasus diabetes dan
kerugian yang dirasakan konsumen. Kedua, berdasarkan kaidah dar'u al-
mafasid muqgaddam 'ala jalb al-mashalih al-Syatibi, penguatan pengawasan
berbasis nilai magqasid al-syari‘ah mensyaratkan adanya perpaduan antara
pendekatan preventif dan represif yang komprehensif. Secara preventif,
BBPOM Surabaya perlu meningkatkan intensitas pembinaan, memperluas
sosialisasi regulasi, dan memperkuat pendampingan teknis bagi pelaku usaha
UMK agar kepatuhan terhadap kewajiban pencantuman label informasi nilai
gizi meningkat signifikan. Secara represif, penegakan sanksi perlu dilakukan
lebih konsisten agar efek jera dapat meminimalisir terulangnya mafsadah yang
sama. Penambahan SDM pengawas, pemanfaatan teknologi digital untuk
pemantauan peredaran produk, serta sinergi antara BBPOM, pemerintah daerah,
dan asosiasi pelaku usaha merupakan rekomendasi strategis dalam kerangka
maslahah-mafsadah untuk menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih
efektif dan berkeadilan.'!!

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengawasan pangan yang
dilakukan oleh BBPOM Surabaya merupakan bentuk nyata dari upaya
mewujudkan maslahah sekaligus mencegah mafsadah bagi konsumen
sebagaimana diamanatkan oleh magqgashid al-syari‘ah Imam al-Syatibi.
Pengawasan yang efektif tidak hanya menjalankan fungsi hukum positif semata,
tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan

modern yang semakin kompleks. Sinergi yang kokoh antara hukum positif dan

1T Al-Syatibi, al-Muwafagqat fi Usul al-Syari'ah, Juz I, hlm. 16.
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prinsip maslahah-mafsadah menjadi dasar yang kuat dalam membangun sistem
keamanan pangan yang berkeadilan, komprehensif, dan berorientasi pada
kemaslahatan seluruh umat, sehingga setiap konsumen dapat menikmati hak
informasinya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk kemudaratan

yvang mengancam kesehatan dan kesejahteraannya.
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BABYV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai
pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya
terhadap peredaran produk makanan tanpa label informasi nilai gizi (ING) di
minimarket Kota Malang, baik dalam perspektif hukum positif maupun
perspektif maqashid syariah, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai
berikut.

Pertama, dari perspektif hukum positif, pengawasan BBPOM Surabaya
terhadap peredaran produk pangan tanpa label ING di minimarket Kota Malang
telah memiliki landasan normatif yang kuat dan berlapis. Pada unsur penetapan
standar, kewajiban pencantuman ING telah diatur secara hierarkis melalui Pasal
97 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 4 huruf ¢ dan Pasal 8 ayat (1)
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 2 Peraturan
BPOM No. 26 Tahun 2021. Pada unsur pengukuran, mekanisme pre-market dan
post-market telah dijalankan, namun terhambat defisit SDM pengawas dan
belum optimalnya koordinasi lintas instansi. Pada unsur perbandingan, masih
ditemukannya lima produk tanpa ING di minimarket Kota Malang pada
Oktober 2025 membuktikan kesenjangan nyata antara das Sollen dan das Sein.
Pada unsur tindakan korektif, sanksi administratif berupa peringatan tertulis,
pembekuan dan pencabutan izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU
Perlindungan Konsumen dan Pasal 141 UU Pangan belum diterapkan secara

konsisten sehingga belum memberikan efek jera yang memadai.
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Kedua, dari perspektif maqgashid syariah, kewajiban pencantuman label
ING merupakan perwujudan maslahah darurriyah yang melindungi jiwa
konsumen (hifz al-nafs) dan akal konsumen (hifz al-'aql). Kewajiban
pencantuman label ING selaras dengan larangan Islam terhadap gharar
(ketidakjelasan informasi) dalam transaksi jual beli dan peredaran produk tanpa
ING terbukti mengandung mafsadah yang nyata sebagaimana tercermin dari
peningkatan penderita diabetes di Kota Malang serta berbagai kerugian
psikologis dan informasional yang dirasakan oleh 69,2% responden survei.
Prinsip dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih menegaskan bahwa
pencegahan mafsadah tersebut wajib diprioritaskan, sehingga sinergi yang
kokoh antara penguatan kapasitas SDM pengawas, perluasan koordinasi lintas
instansi, pembinaan aktif pelaku usaha UMK, dan konsistensi penegakan sanksi
administratif maupun pidana merupakan prasyarat mutlak terwujudnya sistem
pengawasan pangan yang berkeadilan, komprehensif, dan selaras dengan nilai-

nilai magashid syariah demi terlindunginya kemaslahatan seluruh konsumen.

. Saran

Bagi BBPOM Surabaya, penguatan kapasitas SDM pengawas perlu
segera dilakukan mengingat masih terdapat defisit 67 orang dari kebutuhan
ideal 211 orang sebagaimana tercantum dalam Renstra BBPOM Surabaya
Tahun 2025-2029. Koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah juga
perlu diperluas, mengingat baru 6 dari 27 kabupaten/kota yang telah
membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan bersama BBPOM
Surabaya. Selain itu, program pendampingan teknis bagi pelaku usaha UMK

dalam penyusunan Informasi Nilai Gizi berbasis TKPI perlu ditingkatkan
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intensitasnya, disertai penegakan sanksi yang lebih konsisten agar memberikan
efek jera yang nyata.

Bagi pelaku usaha, baik produsen maupun minimarket, perlu memahami
bahwa pencantuman label Informasi Nilai Gizi bukan sekadar kewajiban
administratif, melainkan bentuk tanggung jawab hukum kepada konsumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha UMK disarankan
memanfaatkan kemudahan penyusunan ING berbasis TKPI yang telah diatur
dalam Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 sehingga kendala biaya tidak
lagi menjadi alasan ketidakpatuhan. Minimarket selaku distributor juga perlu
menjalankan fungsi gatekeeping dengan menolak mengedarkan produk yang
tidak dilengkapi label ING.

Bagi konsumen, perlu meningkatkan literasi dalam membaca label
produk pangan sebelum melakukan pembelian, termasuk memperhatikan ada
atau tidaknya Informasi Nilai Gizi pada kemasan. Konsumen juga perlu aktif
melaporkan produk tanpa label gizi kepada BBPOM melalui saluran pengaduan
resmi yang tersedia sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung
efektivitas pengawasan pangan.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu memperluas jumlah informan dengan
melibatkan petugas lapangan BBPOM, pelaku usaha, dan perwakilan konsumen
agar data yang diperoleh lebih representatif. Perluasan wilayah penelitian ke
kota-kota lain di Jawa Timur juga perlu dilakukan guna menghasilkan
gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan pangan

dalam perspektif hukum positif dan maqgashid syariah.
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DAFTAR JAWABAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi Judul: “Pergawasan Peredaran Produk Makanan Tanps Label
Irfermasi Nitai Gizi uriuk Malindungd Hak infsrmasi Pangan Kansumen Perspekii
Hukum Positif dan Magasivd Syariah (Studi o Balal Bessr Pengavwassan Obat dan
Makanan Susbays)”

1. Bagaimana benluk dan mekansme pelaksanaan pengawasan yang dilakulan
oleh Balai Besar Pengawasan Obal dan Makanan [BEPOM) Surabaya
lerhadag peredaran produk pangan olaban yang lidak mencaniumian kabe|
infarmasi nikai gizd di wilayah Kota Malang?

Jawab

Sebakim membahas mekanisme pergawasan, peflu dpahami balwa pangan
olahan yang diedarkan & pasar Indonesia wajib memeruhi persyaratan label,
lermasuk mencantumkan informasd nilai gidl sesuai keterean BPOM lenlang
label pangan olahan. Peraluran BPOM menetapkan bahwa pangan olahan
yang diperdagangkan hanus mencaniumian |NG dalam benluk 1abel yang
memperihatan kandungan 2al g seperli energl, prodein, lemak, karbohidral,
gula, dan garam per sajian alsu per kemasan, kecuali unbuk beberapa produk
lerbarniu yang dkecuaiian.

Pangawasan berhadap peredaran pangan olahan diakuican BPOM melalui dua
lahag, yaitu pre-markel dan posl-markel. Pada thap pre-markel, sshelum
produk beredar, BPOM melakuban evaluasi izin edar dengan  meniai
komposmi, proses produksi, serla kesesuaian label, bermasik bewajban
pencaniuman Informasi Milai Gizi (ING) sesuai keleniuan. Produk hamya dapal
dipasarkan apabila telah memanubi selurih persyaratan keamanan, mulu, dan
pelabelan

Pada lahap posl-marks], pengawasan yang diakukan oleh Balai Besar
Pengawasan Obal dan Makanan (BEPOM) Surabaya terhadap peredaran
produk pangan olahan berupa pengawasan produk pangan i sarana
peredaran dan sampling produk pangan olshan yang secara nulin dilakukan di
wilayah cakupan BEPOM di Swrabaya. Informasi nilai gizi mesnupakan
parameter evalasi penandsan lerkail kelengkapan label yang hares ada di
kemasan produk pangan okahan,

imdsh O TergounsEan wridlics slecdronh
Fargg ciwbrdan own Dabi Deesr Sarificmi Deeromh (05T | Bacisn Sicer car Sarsd hagars (A SSh)
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2. Apa dasar hukum dan regulasi yang menjadi pedoman BEPOM Swrabaya
dalarm melakuban pengawasan lefhadag kewajiban pencantuman Infommasi
Millai Gizi pada labe| pangan alahan?

Jovaab

Casar Hukuim :

a Peraluran Badan POM Mo, 268 Tahun 2021 yang mengalur secara nnci
kewajiban dan formal pencantuman ING unbuk pangan olahan

b. Peraturan Badan POM Koo 18 Tahun 2020 yang mengalur Ehuses ok
(1 F

€. Paraturan Badan POM Ma. 31 Tahun 2018 dan Ma. 20 Tahwn 2021 lenlang
Label Pangan Olahan

Masyarakal dapal mengakses hbpsljdh.pom.gosd wnluk mempendsleh

peraturan perundang-undangan yang merjadi dasar pengaaasan obal dan

makanan, Ermasul kelenbian lentang pencantuman Infarmasi Nilal Gzl pada

label pangan olahan. Melsli sl Eresbol, masyarakal, pelaku usaha,

akademizi, dan inslans pemennlah dapal mengundub peraturan BPOLM,

undang-undang, peralran pemerintah, sefa regulasi =knis |annya sscara

lerbulka dan resmi, sshingga dapal memahami kewajiban pelabelan pangan

dan menduboung kepatuban efhadag elenbuan yang bedl sk

3. Apa sapp kendala atasw hambatan penghambal yang dihadapi olsh BEPDM
Surabaya dalam upaya memaslikan kepaluban pelaku wsabha berhadap
ketenisan pencanieman kabsl informasi nilai gid pada produk pangan olahan?
Jovaab
a Produsen Bdak mencaniumkan NG atag mencantumkan NG idak sesisi

yang deslujui aleh Badan POM

b. Kelembatasan SDM dikarenakan luasnya cakupan wilayah pengavwasan dan
baryaknya sarana produsen pangan olahan dan pengawasan sarana
produsen berdasarkan analisa risiko sehingga lidak semua sarana produsen
pangan olahan bisa dilakukan pemerksaan dalam wakli sals tabun
Pameriksaan lidak hanya dilakukan di sarana produls pangan olaban lelapi
juga dilakukan di sarana peredaran pangan alahan.

& ING yang dicanlunian bdak lengkap dikarenakan Gdak didubung obeh hasil
i laboralonum. Uniuk produsen kabegari UMK merssa keberatan uniok
miekakulcan uji laboratorniem dikarsnakan biaya yang mahal d. Masi berdagat
produk. pangan alahan yang TIE (Tanpa lEn Edar) yang Bdak diengkagi
dengan inflamasi ING.

4. Dalam prakiik pengawasan di lapangan, bagaimana BEPOM Surabaya menilai
lingkal kepaluhan pelaku usaha minimarksl dan produsan lerhadap kewajiban
pencaniuman Bbel Infermasi Niai Giz?

Jawak : Masih ditemulcan produk pangan dlahan yang dak mencaniumian
ING (khususnya produl pangan olahan UMK ) atau ING yang deaniumican tidak
sesual dengan yang disetujui aleh Badan POM

o mish i TGN st stk
yaryg ciechrdonr oan Dabd Daesr Serifiesi Dhadteosh (05T | Backsn Sises cwr Seredl egars (0SSR
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Lampiran 3.3 Jawaban Wawancara Bersama Pihak BBPOM Surabaya

wifn

5. Bagaimana langkah sirabegis yang diempubh BEPOM Surabaya dalam
menindaklanjuli temuan peredaran produk pangan lanpa abel informasi nikai
gizi gura menjamin perlindungan hak konswmean alas informasi pangan yang
berar dan akural?

Jarasab

a Pengawasan pre mafel [di sarana produksi pangan olahan | dan post
markel (di sarana peredaran pangan) , BBPOM di Swrabaya melaparkan
lericail kelenghapan labelipenandaan lermasuk ING ke Badan POM

b Badan POM akan melakukan penarikan dan pemesnahan jika produk
pangan alahan bersebol lefbukli Tidak Mermenubi Kelenluan

. Membearikan Sanksi adminisiratil

6. Bagaimana uwpaya BEPOM Surabaya dalam menngkalian eleklivilas
pengawasan dan kesadaran pelaku usaha agar patuh terhadap ketenhean
pelabelan inlormasi nilai gizi pada predul pangan alakan?

Jarasab

a Pangiatan Regulasi ledail informasi Milai Gz pada produk pangan alahan

b Melakukan evaliasi pre marksl dan past marked

. Penguatan komilmen produsen pangan olahan berulama  melakukan
perdampingan pada LMK

d Melakukan Edukasi dan Sosialisasi bterkall kewajiban produsen pangan
olahan ierhadag pencaniuman ING

7. Bagaimana wupaya yang diakukan okh BBPOM Surabaya  dalam
menindaklanjuli berbagai kendala yang difadagi dalam penganwasan bewaiban
pencaniuman kabel infarmasi nilai gizl pada produk pangan olahan?

Javaal
a. Melskulan pembinaan ke produsen pangan olahan lerulama UMK

b. Memberikan kemudahan bagi UME unluk lidak melakukan uji [aboralofum
sesigai Peraturan Badan POM no. 16 Tabun 2020

Kepala Balal Besar POM di Swabaya,

uedi Moviandi, MUSe. Tech, Apl

Doiran i isksh Sinsdssngar secers Ssioni Tergounan sriiios sledrzmsh
gy diwbidorn own Dabi Deesr Serifiioni [edcromh 05| Dacien Sicee dan Saredl Feegaan (055K
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4. Data Kuesioner

Lampiran 4.1 Tabel Rekap Tabulasi Data Kuesioner (30 Responden)

Tabel 4.1.1 : Perhatian Responden terhadap Label Informasi Nilai Gizi

Kategori Frekuensi presentasi
Selalu 11 36,7%
Kadang-kadang 15 50,0%
Tidak Pernah 2 6,7%
Data tidak Lengkap 2 6,7%

TOTAL 30 100 %

Interpretasi: Mayoritas responden (86,7%) memperhatikan label ING secara
konsisten atau setidaknya kadang-kadang, menunjukkan kesadaran yang relatif
tinggi terhadap informasi nilai gizi.

Tabel 4.1.2: Perilaku Konsumen Tetap Membeli Meskipun Tanpa Label Informasi

Nilai Gizi
Kategori Frekuensi presentasi
Ya, tetap membeli 10 33,3%
Tidak, pilih produk lain 17 56,7%
Tergantung produk 2 6,7%
Data tidak Lengkap 1 3,3%
TOTAL 30 100 %

Interpretasi: Meskipun mayoritas (56,7%) akan menghindari produk tanpa label
ING, tetap ada 33,3% responden yang membeli produk tersebut, menunjukkan
adanya pengaruh faktor-faktor lain dalam keputusan pembelian.

Tabel 4.1.3 : Alasan Tetap Membeli Produk Tanpa Label (Responden yang Tetap
Membeli)
Catatan: Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan.

Kategori Frekuensi presentasi
Produk satu-satunya pilihan tersedia 7 70%
Harganya lebih murah 4 40%
Sudah terbiasa dengan produk 4 40%

TOTAL 30 -

Interpretasi: Keterbatasan ketersediaan produk (70%) menjadi alasan utama, diikuti
pertimbangan ekonomi dan kebiasaan. Ini mengindikasikan mafsadah struktural
dalam distribusi pangan di tingkat ritel.
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Tabel 4.1.4 : Persepsi Pentingnya Label Nilai Gizi

Kategori Frekuensi presentasi
Sangat Penting 20 66,7%
Penting 8 26,7%
Tidak Tahu 2 6,7%
TOTAL 30 100%

Interpretasi: Mayoritas responden (93,4%) menganggap label nilai gizi penting atau
sangat penting, mencerminkan kesadaran normatif yang tinggi tentang pentingnya

informasi gizi.

Tabel 4.1.5 : Pengetahuan Hukum tentang Pencantuman Kewajiban Label ING

Kategori Frekuensi presentasi
Ya, tahu 16 53,3%
Tidak tahu 12 40%
Data tidak lengkap 2 6,7%
TOTAL 30 100%

Interpretasi: Lebih dari setengah responden (53,3%) telah memahami bahwa
pelabelan nilai gizi adalah kewajiban hukum, meskipun masih ada 40% yang belum
mengetahuinya. Hal ini menunjukkan kebutuhan sosialisasi regulasi yang lebih

intensif.
Tabel 4.1.6 : Persepsi Kerugian Konsumen atas Ketiadaan Label Informasi Nilai
Gizi
Kategori Frekuensi presentasi

Ya, dirugikan 20 66,7%
Tidak terlalu 8 26,7%
Tidak dirugikan 1 3,3%
Data tidak lengkap 1 3,3%

TOTAL 30 100%

Interpretasi: Dua pertiga responden (66,7%) secara eksplisit merasakan kerugian
dari ketiadaan label ING, mengindikasikan dampak konkret yang dirasakan

konsumen terhadap ketiadaan transparansi informasi.

Tabel 4.1.7 Dampak yang dirasakan jika produk tidak mencantumkan label
informasi Nilai Gizi

No. Dampak yang Dirasakan

1 Saya merasa biasa saja, karena sudah terbiasa menemukan makanan
yang dijual di warung/toko yang tidak ada label nilai gizi
2 | Tidak tahu berapa banyak kalori yang ada di makanan tersebut
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Hilangnya kontrol atas kesehatan dan risiko terkena penyakit karena

3 tidak ada informasi gula, garam, dan lemak yang berlebihan

4 | Kebingungan memilih makanan karena takut ada yang alergi

5 | Hilangnya kontrol kesehatan diri sendiri

6 | Kurang menarik

7 | Sakit

] Sulit mengetahui kandungan gula, garam, lemak, dan kalori sehingga
lebih sulit memilih makanan yang sehat dan sesuai kebutuhan tubuh

9 | Rasa takut tidak sehat

10 | Takut sakit

11 | Malas beli

12 | Produk menjadi tidak terpercaya

13 Lebih sulit untuk mengetahui apakah produk tersebut sehat untuk
dikonsumsi dalam sehari-hari

14 | Tinggi gula, lemak, dan garam

15 | Saya tetap memakannya

16 Tidak tahu berapa gram kandungan gula pada produk, padahal banyak
gula bisa menyebabkan diabetes

17 | Kurang lengkap informasinya jika tidak ada label informasi nilai gizi

13 Tidak mengetahui seberapa banyak kandungan natrium, gula dll
sehingga susah mengontrol banyak yang dikonsumsi

19 Tidak tahu dampaknya jika tidak ada kandungan gizi yang tertera pada
produk

20 Jadi biasa kira-kira saja dan tidak menjadi prioritas kesehatan; klo saya
kebetulan lagi cut gula dan lemak jenuh

21 | Ya menurut saya itu penting tapi klo itu makanan favorit gimana lagi

2 Kurang jelas atas informasi dalam mengkonsumsi makanan tersebut
pada gizi yang dikandung

23 | Kurangnya kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut

24 | Merasa di tipu

25 | Alhamdulillah masih sehat

2% Menjadi tidak tahu apa penyebab saya dapat mengakibatkan saya sakit,
karena kurangnya pengetahuan gizi terhadap makanan yang saya makan

27 Bingung saat ingin melihat kandungan apa saja yang terdapat pada
produk yang saya konsumsi apalagi untuk balita dan anak-anak

28 | Ketidaktahuan akan informasi gizi suatu produk
Sulit mengetahui kandungan gizi makanan sehingga lebih berisiko

29 | mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau tidak sesuai kebutuhan
tubuh

30 | Yang paling sering kelebihan gula
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